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ABSTRACT 
 Anita Novianti Sofyan, E131 10 256, Uni Eropa – Indonesia Agreement to 
Subdue Illegal Logging within the FLEGT-VPA Framework, under the guidance of 
Muhammad Nasir Badu as advisor I and Ms. Pusparida Syahdan as advisor II, in 
International Relations Department, Faculty of Political and Social Science, 
Hasanuddin University of Makassar. 
 This thesis aims to determine  implementation of Uni Eropa and 
Indonesia agreement to subdue illegal logging  within the the FLEGT-VPA framework. 
Considering the implementation lasted for a year so this thesis aims also to find out 
difficulties during the implementation and challanges of the agreement in the future. 
This thesis using the descriptive explanative method, to describe, record, analyze, and 
explain about how the implementation of FLEGT-VPA agreement. 
As the result of this research has showed that illlegal logging as a domestic 
problem transformed into global problem that required intensive cooperation among 
related countries, in this case UE and Indonesia. Thus FLEGT-VPA is important to 
shows that country roles required to resolve international issues and environmental 
issues particularly, considering the domination of non-state actors in recent 
decades.Because of the sensitivity of environmental issues, there are several obstacles 
and challenges during the implementation of FLEGT-VPA. Those obstacles relating to 
the change of SVLK mechanism regulations and the commitment of UE and Indonesia 
to realization the original purpose of FLEGT-VPA. 
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ABSTRAKSI 
Anita Novianti Sofyan, E131 10 256, dengan judul skripsi “Kerjasama Uni 
Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Illegal Logging dalam Kerangka Kerjasama 
FLEGT-VPA” di bawah bimbingan Muhammad Nasir Badu selaku pembimbing I 
dan Pusparida Syahdan selaku pembimbing II. Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 
Makassar.  
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari 
kerjasama Uni Eropa – Indonesia dalam mengatasi illegal logging dalam kerangka 
kerjasama FLEGT-VPA. Mengingat implementasinya yang baru berlangsung 1 tahun 
lebih sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk melihat hambatan-hambatan selama 
implementasi FLEGT-VPA dan tantangannya di masa depan. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif analitik. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik telaah pustaka. Data 
bersumber dari buku, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang kemudian di 
olah dan dianalisis secara kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa illegal logging sebagai persoalan domestik 
negara, seiring terglobalisasinya kebutuhan kayu bertransformasi menjadi permasalahan 
lintas negara sehingga dibutuhkan kerjasama intensif antar pihak terkait dalam hal ini 
UE dan Indonesia untuk mengatasinya. Sehingga, FLEGT-VPA penting dalam 
menunjukkan bahwa negara masih dibutuhkan dalam penyelesaian masalah 
internasional terkait isu lingkungan hidup mengingat dalam beberapa dekade terakhir 
pembahasan mengenainya lebih didominasi aktor non-state. Mengingat sensitifitas dari 
isu lingkungan melingkupi berbagai kepentingan semua pihak, maka selama 
implementasi FLEGT-VPA terdapat beberapa hambatan dan tantangan di masa depan. 
Hambatan ini berkenaan dengan perubahan peraturan mekanisme SVLK dan komitmen 
kedua pihak dalam merealisasikan tujuan awal FLEGT-VPA. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Adanya perubahan besar pada dasawarsa terakhir abad ke-20 
mengakibatkan semakin berkembangnya topik bahasan masyarakat 
internasional. Perubahan ini ditandai dengan berakhirnya era perang dingin. 
Topik bahasan masyarakat internasional yang sebelumnya berfokus pada 
kekuatan nasional, keamanan, dan kedaulatan negara mulai beralih membahas 
topik kontemporer yang tidak terlalu bersifat state-centric. Perubahan  
sehubungan dengan terjadinya perubahan global atau perkembangan 
permasalahan global. Permasalahan global ini meliputi masalah lingkungan 
hidup, kelangkaan sumber daya alam, pencemaran udara, demokratisasi, dan 
HAM. 
Salah satu topik bahasan yang sering di bicarakan adalah topik 
mengenai masalah lingkungan hidup. Hal ini berkaitan erat dengan telah 
dirasakannya dampak langsung dari kerusakan lingkungan. Seperti semakin 
memanasnya suhu bumi, meningkatnya jenis penyakit, dan sebagainya.   
Secara garis besar, ancaman terhadap permasalahan lingkungan hidup  berasal 
dari, ancaman yang alamiah dan ulah tangan manusia.
1
 Kedua jenis ancaman 
                                                             
1 T. May Rudy. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global. 
Bandung : PT Refika Aditama. hal 56. 
 
2 
 
ini berperan penting terhadap terjadinya perubahan iklim global secara 
keseluruhan. 
Salah satu ancaman dan resiko lingkungan hidup global yang terjadi 
sebagai dampak terjadinya perubahan iklim global yaitu, meningkatnya kadar 
dan konsentrasi  karbondioksida di atmosfer akibat kenaikan suhu bumi. 
Peningkatan kadar kandungan karbondioksida ini tidak terlepas dari adanya 
pemanfaatan bahan bakar bumi. Hal ini berkaitan erat dengan tindakan 
industrialisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor HI demi pemenuhan 
kebutuhannya. Sementara itu, hutan yang merupakan penetralisir 
karbondioksida pada kenyataannya juga terancam keberadaannya karena turut 
dieksploitasi demi aktifitas industrialisasi.
2
 
Keberadaan hutan yang semakin terancam, pada hakekatnya lebih 
disebabkan karena adanya eksploitasi yang berlebihan tanpa adanya upaya 
pertumbuhan berkelanjutan pada hutan yang telah dieksploitasi tersebut. 
Eksploitasi yang berlebihan ini umumnya, terjadi melalui praktik penebangan 
liar. Penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan pembalakan liar  
merupakan kegiatan panen kayu, pengangkutan, pengolahan, pembelian atau 
penjualan kayu yang melanggar hukum nasional.
3
 Dalam artian, tindakan 
penebangan liar ini dilakukan oleh pelaku-pelaku tertentu tanpa adanya izin 
dari pemerintah (ilegal), atau dilakukan tidak sesuai dengan kerangka aturan 
tata cara pengeksploitasian yang telah diatur pemerintah negaranya. 
                                                             
2 Ibid. hal. 57. 
3 Illegal Logging. 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/, Diakses 
pada tanggal 21 April 2013. Pukul 19.25 Wita. 
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Salah satu aktifitas yang dilakukan dalam proses akhir dari penebangan 
liar adalah aktifitas jual beli kayu tersebut. Aktifitas ini dikategorikan sebagai 
aktifitas perdagangan kayu ilegal. Keilegalan dari kayu ini merupakan akibat 
dari aktifitas proses pengolahan kayu yang sejak awal telah ilegal (melalui 
penebangan liar). Perdagangan kayu ilegal  merupakan permasalahan krusial 
yang telah menyebabkan kerugian di dunia mencapai Rp 300 trilyun.
4
 
Besarnya tingkat kerugian ini kemudian menaikkan tingkat urgensitas 
pembahasan mengenai pola penanganan untuk mengatasinya. 
Penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging) 
merupakan dua hal yang memiliki dampak negatif lebih besar. Dampak 
negatif dari penebangan liar lebih condong pada permasalahan kelestarian 
lingkungan. Sedang perdagangan kayu ilegal lebih condong pada kerugian 
secara ekonomis pada negara.  Meskipun terdapat dampak positif dari 
penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal, tetapi dampak ini hanya 
dirasakan beberapa orang atau pelaku-pelaku yang mengambil keuntungan 
dari tindakan ilegal. Untuk itu,  upaya penanganan terhadap permasalahan ini 
mulai dilakukan di berbagai lapisan masyarakat internasional. 
Wujud kepedulian untuk menangani permasalahan lingkungan salah 
satunya ditunjukkan oleh institusi negara yaitu Uni Eropa (UE). Hal ini 
tertuang dalam rangkaian program yang dicanangkan UE untuk menangani 
masalah lingkungan yang dikenal dengan Environment 2010: Our Future, Our 
Choice. Negara-negara anggota UE juga menjadi negara yang aktif mengikuti 
                                                             
4 Kerugian Akibat Kayu Haram Capai Rp. 300 Triliun. 
http://www.tempo.co/read/news/2013/03/05/095465246/Kerugian-Akibat-Kayu-Haram-Capai-Rp-
300-Triliun, Diakses pada tanggal 21 April 2013.  Pukul 23.33 Wita.  
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konferensi internasional tentang lingkungan hingga turut meratifikasi Protokol 
Kyoto. Bentuk kesadaran untuk turut melindungi lingkungan oleh UE menjadi 
bentuk prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda seperti yang tertuang 
dalam prinsip 7 Deklarasi Rio atau Earth Summit tahun 1992.
5
 Prinsip ini 
mengakui adanya tanggung jawab negara-negara maju dalam penanggulangan 
masalah-masalah lingkungan. Dimana negara maju diminta memainkan peran 
utama dalam penanggulangan masalah perubahan iklim. 
Meski prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda merupakan 
konsep yang belum begitu jelas sejauhmana mengandung kewajiban hukum, 
namun UE menunjukkan kepedulian untuk masalah lingkungan seperti illegal 
logging dengan merancang penegakan hukum dan tata kelola dalam 
perdagangan kayu. Rancangan UE ini merupakan solusi terbaik yang 
dihasilkan UE selaku negara konsumen produk kayu yang turut mengalami 
dampak illegal logging. Mengingat impor kayu UE seharga $4 milyar berasal 
dari kayu ilegal setiap tahunnya dan belum ada bentuk legislasi yang melarang 
masuknya produk ilegal ini.
6
 
 Sinergis dengan keperluan akan peraturan yang ketat, direalisasikan 
komitmen UE dalam penanganan illegal logging seperti yang disampaikannya 
dalam The World Summit on Suistainable Development tahun 2002.  
                                                             
5 Takdir Rahmadi. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hal  
19-20. 
6 James Hewitt. 2005.  Failing the Forests – Europe’s Illegal Timber Trade. WWF UK. 
http://assets.panda.org/downloads/failingforests.pdf  
5 
 
Komitmen ini berupa FLEGT Action Plan pada bulan Mei 2003.
7
 Action Plan 
UE merupakan bentuk kerjasama bilateral dengan negara-negara lain, 
terutama negara produsen kayu untuk meminimalkan peredaran kayu ilegal. 
Salah satu negara yang sepakat untuk menjalin kerjasama adalah Indonesia. 
FLEGT-VPA merupakan cara penanganan permasalahan illegal 
logging  yang dihasilkan  Uni Eropa dan Indonesia. FLEGT-VPA adalah 
singkatan dari Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary 
Partnership Agreements yang merupakan  perjanjian bilateral antara Uni 
Eropa dengan negara-negara pengekspor kayu (Indonesia), dengan tujuan 
untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa 
kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan 
peraturan perundangan negara mitra. Berdasarkan VPA (Voluntary 
Partnership Agreements), negara-negara mitra diharuskan untuk 
mengembangkan sistem-sistem pengendalian untuk memverifikasi legalitas 
kayu yang diekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa akan menyediakan dukungan 
terkait pembangunan maupun penyempurnaan sistem pengendalian ini. Bila 
telah disepakati serta diimplementasikan, kerjasama ini akan mengikat kedua 
belah pihak untuk memperdagangkan hanya produk kayu legal yang telah 
diverifikasi.
8
 
                                                             
7 EU response – FLEGT action plan. 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_i
ntro_encfm at 8/7/2010. 
8 FLEGT VPA. http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669,  Diakses pada tanggal 16 Maret 2013. 
Pukul 16.16 Wita. 
6 
 
Indonesia selaku negara mitra yang telah menyepakati kerjasama ini 
kemudian mengembangkan sistem legalitas kayu yang disebut Indo-TLAS 
atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini didasarkan pada 
pendekatan sertifikasi atau pemberian izin berbasis operator. Dengan sejumlah 
lembaga penilai kesesuaian yaitu, Lembaga Penilai dan Lembaga Verifikasi 
harus melakukan verifikasi legalitas operasi produsen kayu, pedagang, 
pengolah dan eksportir kayu. Lembaga-lembaga ini kemudian akan 
memastikan operasi produsen kayu, pedagang, pengolah dan eksportir kayu ini 
beroperasi sesuai dengan definisi legalitas Indonesia dan mempunyai 
pengendalian rantai pasokan yang dapat dipercaya. Bila legalitas ini telah 
sesuai prosedur, lembaga-lembaga ini akan memberikan lisensi ekspor berupa 
Dokumen V-Legal.
9
 
Adanya Dokumen V-Legal ini untuk menjamin produk kayu yang 
diekspor ke Uni Eropa merupakan produk kayu yang sah sesuai peraturan 
pemerintah Indonesia.  Sehingga dalam proses pemeriksaan berkas-berkasnya, 
Uni Eropa tidak lagi sulit untuk mengetahui apakah produk kayu yang 
diekspor itu legal atau ilegal. Pihak Uni Eropa cukup memastikan  bahwa para 
eksportir kayu ini memiliki Dokumen V-Legal yang telah sesuai prosedur. 
Bila para eksportir kayu tersebut tidak memiliki Dokumen V-Legal  yang 
sesuai prosedur dan terindikasi mengekspor kayu ilegal, maka pihak Uni 
Eropa akan melarang peredaran kayu ekspor tersebut di pasar Eropa, sehingga 
                                                             
9 Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas. 
http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf , Diakses pada 
tanggal 27 Maret 2013. Pukul 20.29 Wita. 
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transaksi ekspor batal. Pelarangan ini diatur regulasi Uni Eropa yang disebut 
UE Timber Regulation yang mulai berlaku sejak Maret 2013.  
Keberadaan Dokumen V-Legal dan kelancaran proses SLVK pada 
akhirnya sangat bergantung pada sistem pengawasan dan kontrol yang baik. 
Untuk itu, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa melibatkan berbagai elemen 
masyarakat untuk menjalankan sistem pengawasan dan kontrol tersebut. 
Fungsi kontrol ini dilakukan oleh LSM-LSM lingkungan seperti; Telapak, 
Environmental Investigation Agency (EIA), dan The Nature Conservancy 
(TNC). Selain itu pengawasan tata kelola secara independen juga melibatkan 
masyarakat sipil, asosiasi hutan, serta asosiasi lingkungan hidup lainnya.
10
 Hal 
ini untuk menjamin bahwa produksi kayu dari para eksportir telah memenuhi 
prosedur legalitas yang didalamnya telah termasuk cara pengelolaan hutan 
berkelanjutan (produksi kayu sekaligus dengan dilakukannya regenerasi 
hutan). 
Implementasi FLEGT-VPA kedepannya tidak hanya memudahkan 
kelancaran ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa. Implementasi ini juga 
berpeluang mengatasi permasalahan illegal logging di Indonesia. Meski dalam 
proses perjalanannya, tidak bisa dinafikkan akan ada hambatan-hambatan 
yang dapat menjadi tantangan. Hal ini kemudian yang mendorong penulis 
untuk melakukan penelitian dengan judul, “Kerjasama Uni Eropa-Indonesia 
dalam Mengatasi Illegal Logging dalam Kerangka Kerjasama FLEGT-
VPA”. 
                                                             
10 Ibid. 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Mengingat dalam judul yang penulis kemukakan di atas mencakup 
beberapa aspek yang cukup luas, maka penulis perlu membatasinya yaitu 
hanya berkisar kepada prospek dan tantangan implementasi FLEGT-VPA 
(sistem sertifikasi legalitas kayu)  dalam mengatasi illegal logging di 
Indonesia. 
Dari latar belakang masalah dan pembatas yang diuraikan di atas, sehingga 
terdapat beberapa masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini, 
yaitu : 
1. Bagaimana implementasi kerjasama Uni Eropa-Indonesia dalam mengatasi 
illegal logging dalam kerangka kerjasama FLEGT-VPA? 
2. Bagaimana tantangan implementasi kerjasama Uni Eropa-Indonesia dalam 
mengatasi illegal logging dalam kerangka kerjasama FLEGT-VPA? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Mengetahui dan menjelaskan implementasi kerjasama Uni Eropa-
Indonesia dalam mengatasi illegal logging dalam kerangka 
kerjasama FLEGT-VPA. 
b. Mengetahui dan menjelaskan tantangan implementasi kerjasama 
Uni Eropa-Indonesia dalam mengatasi illegal logging dalam 
kerangka kerjasama FLEGT-VPA. 
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2. Kegunaan penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 
a. Diharapkan dapat memberikan analisa mengenai prospek dan 
tantangan dari implementasi kerjasama Uni Eropa Indonesia dalam 
mengatasi illegal logging dalam kerangka kerjasama FLEGT-VPA. 
b. Secara akademis, dapat dijadikan referensi dan bahan kajian lebih 
lanjut dalam studi hubungan internasional bagi peneliti yang 
memiliki kajian lebih lanjut mengenai peranan dari FLEGT-VPA 
dalam mengatasi masalah illegal logging di Indonesia. 
D. Kerangka Konseptual 
Dalam pola interaksi hubungan antar negara dalam lingkup sistem 
internasional, negara-negara  selaku aktor HI membawa kepentingannya 
masing-masing. Pada dasarnya kepentingan ini berasal dari keinginan untuk 
bisa lebih baik atau karena membutuhkan sesuatu yang tidak dimiliki. Karena 
adanya saling ketergantungan, dibentuklah interaksi antar negara yang lebih 
spesifik. Tingkatan interaksi yang membentuk hubungan antara dua negara 
disebut hubungan bilateral. 
Hubungan bilateral merupakan salah satu sarana yang dibuat dua negara 
untuk ketercapaian kepentingannya. Yang mana dalam pembahasan disini 
adalah antara Indonesia dengan organisasi supranasional yang terdiri atas 
negara-negara yaitu Uni Eropa. Hubungan ini pada akhirnya akan berpengaruh 
timbal balik terhadap kedua entitas yang bersepakat menjalinnya. Seperti yang 
dikemukakan oleh  Didi Krisna bahwa “ Hubungan bilateral adalah keadaan 
10 
 
yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau 
terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara”. 11 
Dalam proses hubungan yang dijalin antar negara, berkaitan erat dengan 
dua konteks yaitu konflik dan kerjasama. Keberadaan kedua konteks ini tidak 
terlepas dari persamaan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai suatu 
negara. Bila persamaan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara 
bersinergi dengan terjalinnya kesepakatan dalam menjalin hubungan dengan 
negara lain, maka akan tercipta pola kerjasama antara kedua negara. Namun, 
bila yang terjadi adalah adanya persamaan kepentingan dan tujuan kedua 
negara tetapi tidak bersepakat dan lebih condong ke ranah persaingan untuk 
memperoleh kepentingan dan tujuan tersebut, maka akan tercipta konflik.  
Terjalinnya suatu hubungan bilateral antar negara dalam konteks 
kerjasama, hakekatnya dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan 
yang sedang dihadapi kedua negara. Yang mana dijelaskan secara terperinci 
oleh Coplin : 
Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan 
masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tipe yang pertama menyangkut 
kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur 
akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup 
keadaan sosial, ekonomi dan politik domestik tertentu yang dianggap 
membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga 
dipersepsikan sebagai masalah internasional. 
12
 
  
Dengan kata lain, secara spesifik, bentuk kerjasama yang akan dijalin kedua 
negara bergantung pada tipe permasalahan apa yang sedang dihadapi kedua 
                                                             
11 Didi Krisna. 1993. Kamus Politik Internasional. Jakarta : Grasindo.  hal 18. 
12 Konsep Hubungan Bilateral. http://www.portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-
konsep-hubungan-bilateral, Diakses pada tanggal 27 Maret 2013. Pukul 20.26 Wita. 
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negara  dan yang  sedang diupayakan untuk penyelesaiannya. Atau 
sederhananya, bentuk kerjasama yang dijalin kedua negara bergantung pada 
kepentingan yang ingin dicapai kedua negara tersebut. 
Hubungan bilateral dalam konteks kerjasama, dikenal dengan sebutan 
kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara kedua negara mencakup 
berbagai sektor, contohnya sektor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan 
sebagainya. Di abad 21 sekarang ini, kerjasama bilateral dalam sektor 
ekonomi merupakan bentuk kerjasama yang banyak dilakukan oleh negara - 
negara. Dalam hal kerjasama ekonomi, terdapat beberapa variabel yang harus 
diperhitungkan atau dipertimbangkan oleh kedua negara yang menjalin 
kerjasama. Variabel-variabel ini menurut Holsti
13
 adalah : 
1. Kualitas dan kuantitas variabel yang dimiliki suatu negara. 
2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung 
berbagai tujuan. 
3. Kredibilitas ancaman serta gangguan. 
4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan. 
5. Responsivitas di kalangan pembuat kebijakan. 
Bentuk-bentuk kerjasama yang dijalin oleh negara didasarkan pada 
kepentingan dari kedua negara tersebut. Idealnya suatu bentuk kerjasama yang 
dijalin harus bersifat menguntungkan kedua belah pihak. Karena hal ini 
merupakan tujuan dilakukannya kerjasama tersebut. Bila dalam perjalanannya 
                                                             
13 K. J. Holsti.1998. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, terj. M. Tahir Azhary. Jakarta: 
Erlangga. hal 22. 
12 
 
keuntungan yang diperoleh negara cenderung berat sebelah maka kerjasama 
yang sebelumnya telah disepakati terancam batal. 
Perkembangan dinamika isu-isu hubungan internasional berperan 
penting dalam menciptakan kekompleksitas tersendiri terkait korelasi berbagai 
hal sekaligus. Sebagai contoh, perkembangan isu lingkungan hidup dewasa ini, 
sering dikaitkan dengan perdagangan yang lebih beresensi ekonomis. Seperti 
yang terjadi pada kasus illegal logging. Salah satu isu lingkungan hidup ini di 
dekade belakangan mendapatkan perhatian lebih oleh dunia internasional 
karena kerugiannya yang semakin besar dirasakan dari sisi lingkungan dan 
ekonomisnya. 
Illegal logging menurut WWF merupakan  serangkaian aktifitas 
pengolahan kayu dari produksi, distribusi, proses, hingga jual beli yang tidak 
sesuai dengan hukum legalitas suatu negara
14
. Dengan kata lain, dalam 
membahas illegal logging perlu adanya definisi legalitas resmi untuk 
mengenali bentuk-bentuk aktifitas illegal logging. Di Indonesia, definisi 
legalitas kayu diatur dalam UU dan peraturan mengenai kehutanan, 
perdagangan, lingkungan hidup, pertanian, dan pertanahan maupun perjanjian 
internasional. 
Definisi legalitas ini dirancang berdasarkan prinsip utama aspek 
produksi, pengolahan kayu, dan bergantung pada jenis hutan: 
                                                             
14 Illegal Logging. 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/, 
Diakses pada tanggal 21 April 2013. Pukul 19.25 Wita. 
13 
 
a. Untuk hutan negara berupa hutan alam dan hutan tanaman prinsip-
prinsip ini meliputi; status hukum dan kawasan serta izin usaha 
untuk memanfaatkan hasil hutan kayu, kepatuhan pada persyaratan 
hukum untuk pemungutan hasil, dan kepatuhan pada aspek-aspek 
lingkungan hidup dan sosial berkaitan dengan pemungutan hasil. 
b. Untuk hutan-hutan hak atau hutan lahan milik, prinsip-prinsip ini 
mencakup kepemilikan areal, kayu, dan perdagangannya yang dapat 
dipastikan keterlacakannya. 
c. Izin-izin pemungutan hasil kayu lainnya yang mengatur penebangan 
dari areal untuk penggunaan lain yang mungkin atau mungkin tidak 
menyebabkan konversi hutan. 
d. Di samping itu, ada sebuah standar legalitas umum yang mencakup 
pengelolaan rantai pasokan kayu mulai dari hutan melalui unit usaha 
pengolahan sampai ke titik ekspor.
15
 
 
Untuk setiap prinsip, terdapat beberapa kriteria indikator dan verifier untuk 
memastikan kepatuhan dan sekaligus pedoman verifikasi. Prinsip, kriteria, dan 
indikator ini mencakup pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). Dimana 
dibutuhkan lembaga penilan kesesuaian dengan PHPL dalam menentukan 
operator dan persyaratan legalitas SVLK Indonesia. Sehingga dalam pedoman 
ini mencakup banyak prinsip kelestarian lingkungan hidup. 
 Adanya regulasi yang mengatur secara jelas pengelolaan lingkungan 
yang baik  ini dalam realisasinya membutuhkan serangkaian mekanisme yang 
mengatur dan mencakup secara detail mengenai aktifitas perlindungan 
lingkungan hidup. Hal ini juga dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, 
pengawas lingkungan hidup, dan masyarakat. Agar upaya perlindungan 
lingkungan hidup dapat terjadi dengan maksimal.   
Untuk itu, muncullah konsep perlindungan terhadap lingkungan hidup. 
Konsep ini berkaitan erat dengan upaya pengaturan-pengaturan untuk 
                                                             
15
 Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas. 
http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.pdf , Diakses pada 
tanggal 27 Maret 2013. Pukul 20.29 Wita. 
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melindungi lingkungan hidup namun tidak menutup kemungkinan untuk 
pemanfaatan lingkungan. Pengaturan ini lebih berfokus pada tata kelola yang 
baik untuk menjaga kelancaran dua hal secara bersamaan, yaitu menjaga 
kelestarian lingkungan dan pemanfaatan lingkungan secara ideal. 
Perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UU  RI 
Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 merupakan upaya sistematis dan 
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau  kerusakan lingkungan hidup yang 
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum
16
. Definisi ini memberikan pemaknaan bahwa tindakan 
perlindungan lingkungan hidup berkaitan dengan segala upaya untuk 
melestarikan lingkungan hidup sekaligus mencegah terjadinya pencemaran 
akibat tata cara pemanfaatannya yang salah. Tata cara pemanfaatan 
lingkungan hidup yang salah dalam hal ini yaitu cara-cara pemanfaatan yang 
cenderung bersifat merusak. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu dilakukan 
pembangunan berkelanjutan. 
Pembangunan berkelanjutan merupakan  upaya-upaya yang memadukan 
tata cara pemanfaatan lingkungan hidup dengan upaya-upaya untuk 
pelestarian lingkungan hidup agar kedua hal ini dapat berjalan secara 
berkesinambungan atau berkelanjutan. Secara sederhana, prosedur ini 
mengharuskan adanya upaya regenerasi terhadap lingkungan setelah 
                                                             
16 UU RI No 32 Tahun 2009. 
http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_32_Tahun_2009.pdf ,  Diakses 
pada tanggal 22 April 2013. Pukul 19.37 Wita. 
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dimanfaatkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara 
keterpenuhan kebutuhan manusia selaku makhluk hidup dengan kelestarian 
alam tempat manusia hidup. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
deskriptif (descriptive research) dengan tujuan untuk eksplorasi. 
Dimulai dengan menggambarkan,  mencatat, menganalisis, dan 
menjabarkan implementasi kerjasama FLEGT-VPA dan tantangannya 
dalam mengatasi illegal logging di Indonesia. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data telaah pustaka (library research) disertai dengan 
melihat pada perkembangan aktifitas implementasi yang berjalan dan 
sehubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Data ini 
dikumpulkan dari berbagai macam sumber berupa buku-buku, jurnal 
ilmiah, surat kabar, situs informasi resmi pemerintah, situs informasi 
jaringan independen, dan internet. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beragam 
sumber baik berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dokumen-dokumen 
terkait proses perkembangan implementasi FLEGT-VPA dalam hal ini 
16 
 
SVLK. Contoh-contoh data yang akan dimasukkan berupa : data 
skema alur kerja SVLK,  sistem perundangan yang diatur pemerintah 
terkait SVLK dan perangkat aturan tentang lingkungan hidup dan 
pengelolaannya, lembaga verifikasi legalitas kayu, technical assistant 
fasilitator. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data  yang digunakan penulis adalah teknik 
kualitatif. Dimana penulis akan mengumpulkan, menjelaskan, 
menggambarkan, kemudian berdasarkan fakta-fakta proses 
perkembangan SVLK, penulis akan mencoba menganalisis bagaimana 
prospek dan tantangan dari penerapan FLEGT-VPA dalam mengatasi 
illegal logging di Indonesia.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Hubungan Bilateral 
Interaksi yang terjalin dalam sistem internasional mempertemukan 
negara dan aktor HI lainnya dalam usaha mereka mencapai kepentingan 
masing-masing. Bentuk-bentuk interaksi yang dijalin disesuaikan dengan 
kebutuhan para aktor yang terlibat untuk bersepakat dalam kerangka 
membangun hubungan. Hubungan bilateral merupakan salah satu bentuk 
interaksi yang melibatkan dua pihak. Yang mana dalam konteks bahasan disini 
melibatkan Indonesia dan Uni Eropa selaku organisasi supranasional negara-
negara. 
Hubungan bilateral seperti yang dijelaskan oleh Didi Krisna merupakan 
keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi 
atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara. Hal ini 
merefleksikan bahwa hubungan bilateral menyangkut hubungan yang meliputi 
dua pihak atau dua negara dan bersifat timbal balik. Yang mana dalam sistem 
internasional, hubungan ini berkaitan dengan konteks kerjasama dan konflik. 
Kedua konteks ini tidak terlepas dari faktor kepentingan dan tujuan yang 
dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Serta adanya keinginan untuk 
bersepakat atau tidak. 
 
 
18 
 
Definisi hubungan bilateral lainnya juga dikemukakan oleh Juwondo 
yakni : 
Hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan 
dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai 
kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,    
tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut, serta 
menunjukkan dan memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari 
hubungan bilateral itu.
17
 
 
Definisi ini memberikan gambaran bahwa hubungan interaksi yang dijalin 
antar negara hakekatnya dikembangkan untuk memberikan nilai tambahan 
yang menguntungkan dengan turut menghormati hak kedua negara. Hal ini 
mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga 
keberadaan negara lain menjadi penting dalam pemenuhan keterbatasan 
tersebut.  
FLEGT-VPA yang dibuat Indonesia dan Uni Eropa dalam hal ini 
termasuk hubungan bilateral dalam konteks kerjasama. Yang mana secara 
keseluruhan keputusan suatu negara untuk menjalin kerjasama tidak terlepas 
dari adanya motivasi-motivasi tertentu. Motivasi-motivasi ini menurut Peter 
Toma dan Robert Gorman
18
 diantaranya adalah; 
1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama 
dipandang oleh suatu negara merupakan alat untuk memperkuat 
kepentingan nasionalnya. 
                                                             
17 Juwondo. 1991. Hubungan Bilateral: Definisi dan Teori. Jakarta: Rajawali Press. hal 21. 
18 Peter A. Toma dan Robert F. Gorman. 1991. International Relations; Understanding Global 
Issues. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole. hal 385-386. 
19 
 
2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan 
dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi 
terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai. 
3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah 
kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi 
yang menjadi keinginan setiap negara. 
4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan 
mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktifitas 
manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme. 
Berdasarkan pendapat Peter Toma dan Robert Gorman diatas, kerjasama Uni 
Eropa dan Indonesia, FLEGT-VPA merupakan bentuk kerjasama yang 
termotivasi untuk menangani eksternalitas. Yang mana diharapkan mampu 
menghilangkan dampak negatif dari aktifitas manusia. Dalam hal ini, 
berkaitan dengan konteks illegal logging. Motivasi tersebut sejalan dengan 
hakekat dari dijalinnya hubungan bilateral dalam konteks kerjasama yakni 
untuk mengatasi suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti yang 
disebutkan oleh Coplin bahwa : 
Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan 
masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tipe yang pertama menyangkut 
kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur 
akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup 
keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang dianggap 
membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga 
dipersepsikan sebagai masalah internasional.
19
 
                                                             
19 Konsep Hubungan Bilateral. http://www.portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-konsep-
hubungan-bilateral, Diakses pada tanggal 27 Maret 2013. Pukul 20.26 Wita. 
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Kerjasama Uni Eropa dan Indonesia merupakan refleksi kesadaran kedua 
pihak bahwa illegal logging sebagai persoalan domestik dipandang akan 
membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional. Sehingga 
dibutuhkan kerjasama intensif yang melibatkan dua pihak yang dikenal 
dengan sebutan kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang disepakati oleh 
negara-negara ini dipengaruhi oleh isu permasalahan yang sedang dialami. Isu 
ini meliputi isu politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, hingga hak 
asasi manusia. Untuk kerjasama bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia 
tergolong kerjasama ekonomi dengan menggunakan instrumen hukum dan 
berorientasi lingkungan hidup.  
Terkait kerjasama ekonomi, Holsti menyebutkan bahwa terdapat 
beberapa variabel yang harus dipertimbangkan oleh kedua negara atau pihak 
yang menjalin kerjasama, yakni : 
1. Kualitas dan kuantitas variabel yang dimiliki suatu negara. 
2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung 
berbagai tujuan. 
3. Kredibilitas ancaman serta gangguan. 
4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan. 
5. Responsivitas di kalangan pembuat kebijakan.20 
Variabel-variabel ini kemudian menjadi acuan bagi negara-negara yang 
menjalin kerjasama untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
kerjasama yang dijalin demi ketercapaian kepentingan dalam mencari solusi 
dari permasalahan. 
                                                             
20 K. J. Holsti. 1998. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, terj. M. Tahir Azhary. 
Jakarta: Erlangga. hal 22. 
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Hubungan bilateral yang sedang dijalin Uni Eropa dan Indonesia dalam 
kerangka kerjasama ekonomi  pada saat ini merupakan hal yang penting. 
Mengingat dalam hubungan internasional kontemporer isu ekonomi menjadi 
isu utama dalam hubungan bilateral. Hal ini dikemukakan oleh David 
Chandler dan Volker Heins bahwa hampir semua negara, pada masa kini 
mengejar kepentingan ekonomi sehingga menginisiasi adanya kerjasama 
bilateral.
21
 Upaya ini dipengaruhi oleh ekonomi global, dan merupakan 
sesuatu yang wajar mengingat suatu negara tidak sanggup memenuhi 
kebutuhannya sendiri, sehingga kepentingan ini tersalurkan melalui kerjasama 
dengan negara lain. 
Kerangka kerjasama FLEGT-VPA bukan merupakan kerangka 
kerjasama ekonomi semata. Kerangka kerjasama ini turut memasukkan unsur 
lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan dalam mengatasi 
illegal logging melalui sistem verifikasi legalitas kayu. Sedang nilai ekonomi 
dari kerjasama ini tercermin dari pengaturan yang akan memudahkan proses 
ekspor-impor kayu antara Uni Eropa dan Indonesia. Keterpaduan antara kedua 
variabel ekonomi dan lingkungan hidup ini kemudian menambahkan nilai 
keuntungan yang bisa didapat untuk Uni Eropa maupun Indonesia. Sehingga 
idealitas dari suatu bentuk kerjasama yang bersifat menguntungkan kedua 
belah  pihak dapat terpenuhi. 
 
                                                             
21 David Chandler dan Volker Heins. 2007. Rethinking Ethical Foreign Policy.  London : 
Routledge. hal 31. 
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B. Konsep Illegal Logging 
Pasca perang dunia II, ketertarikan topik pembahasan di lingkup 
internasional semakin meluas. Topik perang dan damai bukan lagi menjadi 
satu-satunya topik yang dianggap penting untuk dibahas. Sehingga 
keberagaman topik kajian menjadi tak terhindari. Salah satu topik kajian yang 
kemudian masuk dalam tataran high politics pada tahun 1960an adalah 
lingkungan hidup. Di awali dengan kesadaran dunia akan dampak lingkungan 
hidup yang ibarat efek domino, sehingga setiap negara di dunia merasakannya. 
Masalah-masalah lingkungan ini muncul satu persatu seperti masalah 
deforestasi, pemanasan global, dan perubahan iklim yang ekstrem. Pada 
akhirnya semua permasalahan ini menuntut perhatian dari negara-negara 
untuk dicarikan solusinya. 
Pembahasan negara-negara untuk solusi terhadap masalah lingkungan 
mulai dilakukan sejak 1970an. Di awali dengan diadakannya Konferensi 
Stockholm (1972), Konferensi Wina (1985), Protokol Montreal (1990), United 
Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tahun 
1992 di Rio de Janeiro, Brazil serta Protokol Kyoto (1998).
22
 Konferensi-
konferensi ini kemudian menghasilkan berbagai kesepakatan dan kerjasama 
dalam menangani masalah seperti pemanasan global dan deforestasi. 
Indonesia dan negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang meratifikasi  
Protokol Kyoto. Hal ini merefleksikan kesungguhan Indonesia dan Uni Eropa 
                                                             
22 Yuherina Gusman. “Prospek Kerjasama Uni Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Kasus Illegal 
Logging”.  Jurnal Luar Negeri. Vol 24. April 2007. hal 35. 
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dalam menangani masalah lingkungan dalam negaranya masing-masing dan di 
tingkat internasional. 
Serangkaian konferensi dan kerjasama seperti tersebut di atas kemudian 
menghasilkan beragam program negara-negara untuk mengatasi masalah 
lingkungan. Di Indonesia, salah satu program yang dilakukan adalah Program 
Menuju Indonesia Hijau dengan Master Plannya berupa pengendalian 
terhadap kebakaran hutan dan illegal logging. Program ini merupakan bentuk 
realisasi dari upaya mitigasi berdasarkan ratifikasi Protokol Kyoto UU 
No.17/2004.
23
 Targetnya berupa upaya untuk menghijaukan kembali melalui 
pengembangan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan, serta 
pemberantasan illegal logging.  
Di Uni Eropa (UE), masalah lingkungan dimasukkan menjadi salah satu 
program utamanya yang direalisasikan dalam kerjasama dengan sesama 
negara anggota, negara lain, dan badan internasional lainnya. Beragam 
program UE dalam menangani masalah lingkungan dikenal dengan 
Environment 2010: Our Future, Our Choice dengan fokus permasalahan 
adalah;  
1. Perubahan iklim dan pemanasan global 
2. Habitat alam dan kehidupan liar 
3. Isu kesehatan dan lingkungan 
4. Manajemen sumber daya alam dan limbah.24 
                                                             
23 Masnellyarti Hilman. “Butir-Butir Penting RAN PI”. dalam climate@menlh.go.id. Diakses Pada 
11 Februari 2014. 
24 Yuherina Gusman. Op. Cit. hal 38. 
24 
 
Mekanisme yang diprogramkan UE dalam mengatasi illegal logging adalah 
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang diatur dalam 
Council Regulation European Commission No of  20 December 2005. 
Mekanisme dan program kebijakan yang dicanangkan Indonesia dan UE 
dalam mengatasi masalah lingkungan berorientasi pada kebijakan penanganan 
akan kerusakan hutan. Mengingat akar permasalahan lingkungan berawal dari 
rusaknya ekosistem hutan di dunia sebagai akibat eksploitasi yang berlebihan. 
Keadaan ini semakin diperparah dengan tindakan illegal logging yang 
dilakukan beberapa pihak demi keuntungan yang subjektif. Berjuta hektar 
lahan hutan menjadi hilang akibat produksi hasil hutan yang berlebihan dan 
digantikannya lahan hutan dengan lahan pertanian. Lebih lanjut, Saparjadi 
(2003) menambahkan bahwa terjadinya degradasi hutan disebabkan oleh 
pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala 
besar untuk berbagai keperluan pembangunan, over cutting dan illegal logging, 
penjarahan, perambahan, okupasi lahan, dan kebakaran hutan.
25
 
Meski variabel penyebab kerusakan hutan cukup beragam, illegal 
logging merupakan salah satu faktor yang signifikan sumbangsihnya terhadap 
kerusakan hutan. Tindakannya yang tak sesuai dengan peraturan negara turut 
menciptakan kerugian di sektor ekonomi sekaligus. Seperti yang diuraikan 
Prasetyo et al.
26
 (2005) “illegal logging merupakan praktek eksploitasi hasil 
hutan berupa kayu secara tidak sah dari kawasan hutan negara melalui 
aktivitas penebangan pohon dan atau pemanfaatan peredaran kayu atau 
                                                             
25  Sri Lestari. 2005. “Illegal Logging dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat Sekitar 
Hutan”.  Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian. Jambi : Departemen Kehutanan. hal 107. 
26 Ibid. hal 108. 
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olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah tersebut.” 
Sehingga illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap 
lingkungan. Dengan estimasi kerugian yang dilaporkan Interpol terjadi di 
seluruh dunia sebesar $ 115 Milyar.
27
 
Illegal logging diartikan secara luas sebagai seluruh kegiatan dari mulai 
penebangan, sistem pengelolaan, pemasaran, distribusi, perizinan, maupun 
hasil akhir dari produk hasil hutan kayu baik berasal dari badan usaha (HPH, 
IPK, IPPK, HPHH, BUMN) maupun perorangan yang menyalahi peraturan 
perundangan yang berlaku.
28
 Selanjutnya, illegal logging dijelaskan secara 
rinci oleh Krystof Obidzinski mengacu pada kasus illegal logging yang terjadi 
di Indonesia yaitu; 
A wide array of activities (e.g. over cutting, cutting out of block, under-
reporting of production, manipulation of documents) associated with the 
extraction of timber that contravene effective national government 
regulations. While initially there was a tendency in a popular parlance 
to associate illegal logging mainly with small-scale logging activities 
carried out manually, the concept eventually widened to include large-
scale operations by logging concessionaries (HPH, Hak Pengusahaan 
Hutan), industrial forest plantations (HTI, Hutan Tanaman Industri), 
agricultural plantation estates, mining and infrastructure development.
29
 
Kedua definisi di atas dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan dari 
awal hingga akhir produksi serta distribusi kayu yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundangan yang terjadi di suatu negara. Berawal dari skala kecil 
tindakan beberapa orang dan kelompok secara manual, praktek illegal logging 
                                                             
27 Interpol Clamps Down on Illegal Logging. 2012.  http://www.bbc.com/news/business-19541718. 
Diakses pada tanggal 1 Juni 2014. Pukul 09.00 Wita. 
28 Nurhasan dan T. Murwaji. “Strategi Penanganan Illegal Logging di Kawasan Hutan 
Konservasi”. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Vol. 5:3. Oktober 2004. hal 341. 
29 Krystof Obidzinski. 2004. Illegal Logging and The Fate of Indonesia’s Forests in Times of 
Regional Autonomy. Bogor : Cifor. hal 4. 
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berubah menjadi skala besar yang meliputi para pemegang izin usaha Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI).  
Praktek illegal logging terjadi dalam banyak modus operandi. Dalam 
“Logging and The Law ‘How the U.S. Lacey Act Helps Reduce Illegal 
Logging in the Tropics’ ” dikelompokkan praktek illegal logging meliputi 
serangkaian aktifitas seperti : 
a. Penebangan liar, meliputi; menebang pohon di area konservasi, 
menebang spesies pohon yang dilindungi, menebang pohon 
berlebihan tanpa izin, menebang pohon tanpa lisensi atau lisensi 
palsu 
b. Mencuri kayu dari hutan yang dimiliki pihak lain 
c. Memalsukan dokumen dengan sengaja, meliputi; tidak membayar 
pajak atau tidak membayar sesuai harga pajak yang ditetapkan 
pemerintah untuk produk kayunya, pencucian material kayu (seperti 
pemalsuan keterangan bibit dan spesies kayu).
30
 
 
Dari bentuk tindakan illegal logging di atas, dapat dikatakan tindakan 
illegal logging terjadi selama proses penebangan atau produksi kayu. 
Penebangan kayu yang dilakukan oleh para illegal logger ini terjadi secara 
berlebihan serta menyertakan penebangan spesies-spesies tertentu yang 
dilindungi negara. Adapun untuk menutupi tindakan yang tidak dibenarkan 
hukum negara tersebut dilakukan pemalsuan dokumen terkait proses produksi 
kayunya. Pada beberapa kasus, para illegal logger juga tidak membayar pajak 
kepada negara sebagai bentuk kompensasi pemanfaatan hasil hutan. Sehingga 
pernyataan ‘serangkaian tindakan yang apabila diawali secara ilegal pada 
                                                             
30 Patricia Elias. 2012. Logging and The Law ‘How the U.S. Lacey Act Helps Reduce Illegal 
Logging in the Tropics’. Union of Concerned Scientists. hal 4. 
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akhirnya akan menjadi ilegal juga’ merupakan pernyataan yang tepat untuk 
menggambarkan apa yang terjadi. 
Selanjutnya, rincian contoh-contoh tindakan  yang digolongkan menjadi 
tindakan illegal logging dan illegal activity dijabarkan secara beragam dalam 
paper yang dikeluarkan The FAO Advisory Comittee on Paper and Wood 
Products (2003) sebagai berikut; 
Tabel 2.1 : Contoh Praktek Ilegal di Sektor Kehutanan 
a.  Pendudukan ilegal pada lahan publik 
 Invasi lahan hutan rakyat oleh masyarat 
perseorangan, komunitas atau 
perusahaan swasta untuk mengubah 
hutan menjadi areal pertanian dan 
peternakan 
 Praktek pertanian tebang-bakar 
 Petani yang tidak memiliki lahan 
menduduki areal hutan sebagai bentuk 
tekanan pada pemerintah untuk memberi 
mereka lahan sah untuk ditinggali.  
b. Tindakan penebangan liar 
 Menebang spesies pohon yang 
dilindungi 
 Menduplikasi lisensi pohon 
 Melakukan gridling atau ring-barking 
untuk membunuh pohon agar nampak 
legal untuk ditebang 
 Melakukan kontrak dengan pengusaha 
lokal yang membeli kayu tebangan dari 
hutan yang dilindungi 
 Menebang areal hutan lindung 
 Menebang di luar batas lahan IUPHHK 
 Menebang di tempat terlarang seperti 
lereng gunung dan tepi sungai 
 Menebang kayu yang terlalu muda dan 
terlalu tua dari hutan rakyat 
 Mengekstrak kayu-kayu melebihi yang 
diizinkan pemerintah 
 Melaporkan tindakan ekstrak kayu 
dengan volume tinggi untuk menutupi 
fakta bahwa tindakan ekstrak ini 
berasal dari wilayah yang tidak 
diizinkan 
 Menebang tanpa izin atau lisensi 
 
 
 
 
 
 
 Memperoleh konsesi menebang dengan 
uang suap.  
c. Membakar hutan 
 Membakar hutan secara sengaja dengan 
tujuan komersial. 
d. Menyelundupkan, mengangkut, dan 
memperdagangkan kayu ilegal 
 Mengangkut kayu hasil tebangan tanpa 
hak izin 
 Mengangkut kayu yang ditebang secara 
ilegal 
 Menyelundupkan kayu-kayu 
 Mengekspor dan mengimpor spesies 
pohon yang dilarang dalam hukum 
internasional seperti CITES 
 Mengekspor dan mengimpor kayu 
dengan cara-cara yang bertentangan 
dan dilarang dalam hukum nasional 
negara. 
e. Manipulasi transfer harga, nilai, dan segala 
tindakan akunting ilegal 
 Mendeklarasikan nilai dan volume 
yang rendah dari kayu yang diekspor 
 Mendeklarasikan harga kayu yang lebih 
tinggi dari harga kayu di pasar 
 Manipulasi aliran dana hasil 
perdagangan kayu yang ditransfer ke 
perusahaan seperti menginflasikan dana 
untuk menghindari pajak keuntungan. 
f. Proses pengolahan hasil hutan yang ilegal 
 Beroperasi tanpa lisensi 
 Mengabaikan peraturan lingkungan, 
tanggung jawab sosial dan tenaga kerja 
 Menggunakan kayu ilegal dalam proses 
industri. 
Sumber :  Illegal Logging and Illegal Activities in the Forestry Sector: Overview 
and Possible Issues for the UNECE Timber Committer and FAO European 
Forestry Commissio. Hal 4. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/docs/tc-
sessions/tc-61/presentations/guertin-paper.pdf 
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secara keseluruhan dikelompokkan dalam tindakan; (a) pendudukan ilegal 
pada lahan publik, (b) tindakan penebangan liar, (c) membakar hutan, (d) 
menyelundupkan, mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal, (e) 
manipulasi transfer harga, nilai, dan segala tindakan akunting ilegal, dan yang 
terakhir (f) proses pengolahan hasil hutan yang ilegal. Contoh tindakan yang 
melanggar hukum dalam kelompok pendudukan ilegal pada lahan publik 
yaitu; praktek invasi lahan hutan publik oleh masyarakat atau perusahaan 
swasta untuk mengubah lahan tersebut menjadi areal pertanian dan peternakan, 
dan praktek pertanian tebang-bakar. Dalam kelompok proses penebangan liar 
dan membakar hutan, contoh tindakannya seputar tindakan ilegal disengaja 
untuk kepentingan pribadi dan penggunaan komersial. Seperti; menebang 
spesies pohon yang dilindungi, menebang tanpa lisensi, menebang secara 
berlebihan dan melewati batas atau di wilayah yang dilarang. 
Selain rangkaian tindakan ilegal di atas, para illegal logger melanjutkan 
tindakan manipulasi hingga taraf transfer harga, nilai, dan tindakan akunting 
lainnya. Seperti; upaya manipulasi kas hutang untuk mentransfer uang ke anak 
perusahaan atau induk perusahaan dalam rangka menghindari pajak 
keuntungan dari pemanfaatan hutan, mendeklarasikan nilai dan volume ekspor 
yang lebih rendah dsb. Adapun tindakan ilegal yang dilakukan dalam 
mengolah hasil hutan seperti; beroperasi tanpa izin pengolahan, mengabaikan 
hukum lingkungan, sosial, tenaga kerja, dan peraturan, serta menggunakan 
kayu ilegal dalam industri pengolahan. 
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Adapun untuk mengenal illegal logging selain melalui definisi dan 
bentuk tindakan atau aktifitasnya, dapat dilakukan dengan mengetahui 
variabel pembeda antara kayu legal dan ilegal. Untuk mengetahui suatu kayu 
legal atau ilegal melalui pendekatan 4 aspek yaitu; 
a. Aspek fungsi pemanfaatan kawasan 
b. Aspek perizinan pemanfaatan kawasan 
c. Aspek teknis pemanenan pengaturan kayu 
d. Aspek pemanenan iuran kepada pemerintah.31 
 
Berawal dari pendekatan aspek fungsi pemanfaatan kawasan yang 
menunjukkan asal mula ditebangnya kayu. Melalui kategorisasi fungsi 
kawasan pemanfaatan hutan, kayu ilegal dapat diidentifikasi dari tempat asal 
tebangnya di kawasan yang dibolehkan (kawasan budidaya kehutanan) atau 
dilarang tebang (kawasan lindung). Dari aspek perizinan diidentifikasi melalui 
kepemilikan izin pemanfaatan atau pengelolaan hutan. Aspek teknis 
pemanenan diidentifikasi dari pelanggaran hal-hal teknis selama proses 
pemanenan seperti; mengambil kayu di sekitar sempadan sungai dan sumber 
mata air. Aspek pemanenan iuran berkenaan dengan kewajiban pemberian 
pajak pada pemerintah atas pemanfaatan hasil hutan. 
Secara keseluruhan rangkaian tindakan illegal logging yang dilakukan 
para logger dengan beragam tata cara seperti yang dijabarkan di atas, meliputi 
serangkaian tindakan manipulatif yang melanggar hukum nasional negara 
demi keuntungan subjektif. Yang bahwasanya berasal dari pemanfaatan lahan 
hutan yang seyogyanya menjadi lahan publik dan dilindungi oleh pemerintah 
negara dengan hak pengelolaannya diatur demi kemaslahatan rakyat. 
                                                             
31 Nurhasan dan T. Murwaji. Op. Cit. hal 342-343. 
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Terjadinya aktifitas illegal logging oleh para logger merupakan cerminan 
lemahnya fungsi pengawasan oleh negara dalam pemanfaatan lahan bagi para 
pelaku usaha.  
Beragamnya bentuk tindakan illegal logging mencerminkan bahwa tidak 
hanya definisi illegal logging yang meluas, namun para pelaku atau logger 
juga berkembang. Hal ini terindikasi berdasarkan meningkatnya perdagangan 
kayu ilegal dalam jumlah besar dengan pasar konsumen kayu hingga ke luar 
negara. Dalam melaksanakan aktifitas perdagangan ini dilakukan beragam 
manipulasi untuk menghilangkan jejak ilegalitas dari kayu. Seperti manipulasi 
surat perizinan ekspor hingga  merubah bentuk kayu menjadi produk-produk 
seperti mebel dsb.  
Berkembangnya para pelaku atau logger dapat dirunut dari sejarah awal 
tindakan illegal logging dilakukan di negara-negara produsen kayu. Bila 
awalnya illegal logging dilakukan oleh beberapa masyarakat adat, dalam 
dekade belakangan pola tindakan illegal logging justru dilakukan oleh para 
pelaku usaha yang memgambil keuntungan dari produksi kayu. Beberapa 
diantara aktor-aktor illegal logging justru dilakukan oleh perusahaan dengan 
izin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang menggunakan peluang dari 
faktor lemahnya pengawasan baik dari negara produsen kayu dan negara 
konsumen kayu. Berikut adalah tabel yang menunjukkan bentuk aktifitas 
illegal logging dari negara produsen kayu, negara pemroses, dan negara 
konsumen. 
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 Tabel 2.2 : Rantai Kayu Tropis 
  
Negara Produsen  
 
Negara Proses 
 
Negara Konsumen 
 
Aktor utama 
 
Brazil, Burma, Indonesia, Laos, 
Papua Nugini, Peru 
 
China, Laos, Malaysia, 
Thailand, Vietnam 
 
Uni Eropa, Jepang, 
Amerika Serikat 
 
Aktifitas 
kehutanan 
 
 Penebangan pohon 
 Mengangkut hasil tebangan 
 Ekspor 
 
 Impor 
 Memproses kayu hasil 
tebangan 
 Produk pabrik 
 Ekspor 
 
 Impor 
 Distribusi 
 Pembelian 
 
Tindakan 
ilegal yang 
umumnya 
dilakukan 
selama 
aktifitas 
kehutanan 
 
 
Menebang dan mengangkut : 
dicuri, menyuap atau 
menyogok 
Ekspor : pemalsuan, menyuap 
atau menyogok 
 
 
Impor dan ekspor : 
pemalsuan, menyuap atau 
menyogok 
Proses mengolah kayu : 
pencucian atau laundering 
 
Impor, distribusi, dan 
pembelian : 
pemalsuan, menyuap 
atau menyogok 
 
Sumber : Logging and The Law ‘How U.S. Lacey Act Helps Reduce Illegal Logging 
in the Tropics’. 
http://www.ucsusa.org/assets/documents/global_warming/illegal-logging-
and-lacey-act.pdf  
 
Terjadinya beragam aktifitas illegal logging sejak pohon ditebang 
hingga menjadi produk kayu dan diperdagangkan dijabarkan dalam tabel 
berikut; 
Tabel 2.3 : Proses Aktifitas Ilegal Kehutanan  
Langkah-Langkah Aktor-Aktor Contoh Aktifitas Ilegal 
Meja dibeli dari distributor 
dan dijual ke konsumen 
 
Penjual 
Membayar pajak rendah setelah sebelumnya 
memalsukan dokumen tentang nilai meja 
 
Meja dikirim dari pabrik ke 
pedagang pengecer 
 
Distributor 
Mengimpor spesies yang dilindungi dengan 
memalsukan dokumen tentang kayu yang 
digunakan dalam membuat meja 
 
Karyawan pabrik membeli 
kayu untuk diubah menjadi 
meja 
 
 
Perusahaan 
Pencucian kayu ilegal dengan merubah bentuk 
kayu menjadi mebel 
 
Kayu gelondongan dibawa ke 
penggergajian untuk dipotong 
dalam ukuran lebih kecil 
 
Pengangkut 
Mengangkut kayu gelondongan ilegal keluar 
dari negara 
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Pohon ditebang dan diangkut 
keluar dari areal hutan 
 
Penebang Menebang pohon lebih dari yang diizinkan 
Penargetan areal tebang 
dalam hutan tropis 
Pemilik Lahan Menyelundup ke kawasan hutan  dan 
memalsukan batas-batas areal hutan sesuai 
IUPHHK-nya 
Sumber : Logging and The Law ‘How U.S. Lacey Act Helps Reduce Illegal Logging in 
the Tropics’. 
http://www.ucsusa.org/assets/documents/global_warming/illegal-logging-
and-lacey-act.pdf  
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap langkah dan aktifitas 
ilegal yang dilakukan terkelompokkan menurut tugas dan fungsi aktor-aktor 
illegal logging. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya interaksi para aktor 
dalam melakukan illegal logging. Dengan kata lain tindakan illegal logging 
dilakukan dengan terintegrasi. Dimulai dari pemilik lahan yang menargetkan 
areal hutan untuk ditebang. Tindakan ilegal yang dilakukannya adalah 
memalsukan batas-batas lahan tebang. Selanjutnya adalah para penebang yang 
menebang kayu dari hutan secara berlebihan. Tugas selanjutnya dilakukan 
oleh para pengangkut yang mengolah kayu hasil tebangan dalam bentuk yang 
kecil. Perusahaan atau pabrik kemudian membeli kayu-kayu tersebut dan 
merubah bentuknya menjadi furniture legal. Distributor kemudian 
mendistribusikan ke seller. Dan pada akhirnya penjual menjualnya ke 
konsumen setelah dimanipulasi dokumen tentang nilai produk kayu tersebut 
demi menghindari pembayaran pajak normal. 
Perilaku ilegal yang terjadi dalam lingkup nasional hingga internasional 
pada akhirnya membutuhkan identifikasi sumber-sumber permasalahan yang 
dapat menjawab kenapa illegal logging dapat terjadi. Dengan pemahaman 
akan sumber masalah ini dapat mendorong keluarnya ide berupa solusi 
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penyelesaian masalah illegal logging yang tepat sasaran.  Sumber masalah 
illegal logging yang terjadi dijabarkan Sukaryanto
32
 sebagai berikut; 
a. Masih lemahnya komitmen politik pemerintah terhadap kelestarian alam, 
karena seharusnya ada pernyataan politik dari pimpinan nasional maupun 
pimpinan daerah untuk membuat kesepahaman tentang hutan 
b. Adanya pemodal-pemodal atau cukong kayu sebagai sumber dana dari 
penebang kayu secara ilegal 
c. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan 
d. Tidak terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik dan bersih 
e. Masih lemahnya pengawasan pemerintah maupun masyarakat sendiri 
f. Belum terjalinnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) maupun instansi yang berkaitan 
g. Belum adanya perjanjian bilateral untuk menanggulangi perdagangan kayu 
hasil illegal logging. 
Sumber permasalahan di atas menjelaskan bahwa illegal logging terjadi tak 
hanya karena fungsi pengawasan pemerintah yang belum ketat, namun faktor 
tidak terselenggaranya pemerintahan yang bersih karena keberadaan praktek 
korupsi di badan atau lembaga pemerintah sendiri (terutama dari sektor 
kehutanan) turut menjadi sumbangsih bagi kekompleksitas illegal logging. 
Koordinasi multipihak yang melibatkan masyarakat atau lembaga lain untuk 
fungsi pengawasan juga tak ada. Ketidakmerataan kesejahteraan di masyarakat 
sekitar hutan juga mendorong dilakukannya tindakan illegal logging. 
                                                             
32 Sri Lestari. Op. Cit. hal 112. 
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Lemahnya aturan dan integrasi pemerintahan negara produsen kayu 
dengan rakyatnya, membuat terbukanya peluang perdagangan kayu ilegal 
hingga ke tingkat global. Selain itu, dijelaskan oleh Brown (2010) kayu 
merupakan komoditas yang mudah diperdagangkan secara ilegal karena;  
a. It comes from sparsely populated areas, far from enforcement 
b. It is a fungible, replaceable product that is easy to launder 
c. It moves within a long global supply chain, which provides for many 
points of corruption 
d. Wood is often taken from poorer countries, where enforcement is 
difficult 
e. Demand within a trillion-dollar industry provides a strong incentive 
for logging 
f. Complex systems for legal timber extraction motivate working 
around them.
33
 
 
Mudahnya peredaran kayu ilegal di tingkat internasional seperti yang 
diuraikan Brown disebabkan karena kayu tersebut berasal dari negara 
produsen yang jauh dan minim penegakan hukum terhadap tindakan illegal 
logging, kayu juga mudah dimanipulasi untuk menghilangkan asal usulnya 
seperti diubah jadi mebel.  
Namun variabel signifikan penyebab kayu mudah diilegalkan adalah 
karena ada permintaan dari pasar. Secara fundamental kebutuhan akan kayu 
menjadi motivasi awal perilaku ilegal. Belum adanya mekanisme yang jelas 
untuk membedakan kayu ilegal atau tidak pada dasarnya menyulitkan negara 
konsumen. Sementara pasar hakekatnya berorientasi pada pemenuhan 
kebutuhan semata. 
Untuk itu kerjasama Uni Eropa-Indonesia (FLEGT-VPA) merupakan 
solusi yang tepat sasaran untuk illegal logging. Hal ini dikarenakan FLEGT-
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VPA menjawab kebutuhan akan peraturan ketat akan tata kelola hutan dan 
perdagangan yang terintegrasi secara multistakeholder. Keberadaan dan 
peredaran kayu ilegal pada dasarnya terjadi karena adanya pasar konsumen. 
Untuk menghentikan hal tersebut aspek legalitas menjadi entry point bagi 
perbaikan akar persoalan illegal logging. Sehingga kerjasama yang melibatkan 
negara konsumen kayu (UE) dan negara produsen kayu (Indonesia) ini 
merupakan kerjasama yang tepat karena melibatkan pihak utama yang merugi 
akibat tindakan illegal logging yaitu negara. Dengan sinergitas dan integrasi 
penuh dari semua pihak, produk dari kerjasama ini yaitu Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK) dapat menjadi faktor signifikan dalam mencegah 
aktifitas illegal logging.  
C. Konsep Perlindungan Lingkungan Hidup 
Perlindungan lingkungan hidup adalah segala bentuk upaya yang 
dilakukan untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Berdasarkan 
konsepsi ekosentrisme, manusia merupakan bagian dari alam dan sangat 
tergantung pada alam yang disebut man in environment
34
. Konsepsi ini 
menunjukkan adanya hubungan ketergantungan antara manusia dan alam. 
Dimana untuk menjaga kelangsungan hidup keduanya secara ideal diperlukan 
kompromi di antara keduanya. Upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup 
merupakan bentuk kompromi  yang dilakukan oleh manusia serta menjadi 
bentuk timbal balik atas ketersediaan kebutuhan manusia yang disediakan 
lingkungan hidup. 
                                                             
34 Endriatmo Soetarto. 2008. Pemberdayaan Setengah Hati, Sub Ordinasi Masyarakat Lokal 
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Berbicara mengenai perlindungan lingkungan dan kebutuhan manusia, 
tidak terlepas juga dari upaya pengelolaan lingkungan. Definisi perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi satu kesatuan yang dijelaskan 
menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2
35
 sebagai upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan dan penegakan hukum. Dengan kata lain, lingkup pengaturan 
terhadap perlindungan lingkungan berdasarkan UU ini tidak hanya 
menekankan pada aspek pengendalian lingkungan saja namun turut meliputi 
unsur perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, hingga 
penegakan hukum. Sehingga upaya yang dilakukan selain untuk kelestarian 
lingkungan juga untuk mencegah terjadinya pencemaran akibat tata cara 
pemanfaatan lingkungan yang salah. 
Lebih lanjut, untuk memahami upaya perlindungan terhadap lingkungan, 
perlu adanya definisi akan objek perlindungan tersebut yaitu lingkungan hidup. 
Lingkungan hidup menurut pasal 1 butir 1 UUPPLH-2009 
36
 adalah kesatuan 
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi 
ini memberikan pemaknaan bahwa lingkungan hidup meliputi kesatuan ruang 
yang terdiri dari semua SDA baik hayati maupun non hayati, sumber daya 
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  UU RI No 32 Tahun 2009. 
http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_32_Tahun_2009.pdf ,  Diakses pada 
tanggal 22 April 2013. Pukul 19.37 Wita. 
36 Muhammad Akib. 2012. Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 
Hukum Otonomi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hal 106. 
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buatan, dan sumber daya manusia yang saling memengaruhi satu sama lain. 
Sehingga upaya perlindungan terhadap lingkungan mencakup perlindungan 
terhadap satu kesatuan ruang SDA, SDM, dan buatan. 
Munculnya konsepsi upaya perlindungan terhadap lingkungan 
merupakan bentuk pengakuan akan hak-hak dari lingkungan. Hak-hak 
lingkungan baru muncul setelah tahun 1970an dan menjadi HAM generasi 
ketiga. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak dasar  
diakui secara tegas dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 yang berbunyi: 
Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate 
conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of 
dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect 
and improve the environment for present and future generations. In this 
respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial 
segregation, discrimination, colonial and aother forms of oppression 
and foreign domination stand condemned and must be eliminated.
37
 
 
Prinsip ini memberikan pengakuan dan jaminan hak setiap orang terhadap 
kebebasan, kesetaraan dan kondisi-kondisi kehidupan yang memadai, dalam 
suatu lingkungan berkualitas dan sekaligus bertanggung jawab untuk 
melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan 
mendatang. Prinsip ini merupakan bentuk realisasi pemikiran atas konsepsi 
man in environment di atas agar tercipta sinergitas antara manusia dan 
lingkungan.  Prinsip ini kemudian dirumuskan kembali secara normatif dalam 
Deklarasi Rio de Janeiro 1992 dan Rencana Aksi Agenda 21. 
Pada awalnya kesadaran negara-negara atas hak lingkungan untuk 
dilindungi muncul ketika terjadi persoalan lingkungan sebagai bentuk 
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kesalahan interpretasi paradigma pembangunan oleh negara-negara yang 
hanya mengutamakan pembangunan ekonomi. Untuk itu, aspek ekonomi dan 
lingkungan merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena dalam 
sejarahnya kebijakan lingkungan muncul sebagai reaksi terhadap kegiatan 
ekonomi yang tidak berwawasan lingkungan. Namun perlu ditekankan bahwa 
persoalan lingkungan tidak semata terkait dengan kegiatan ekonomi namun 
semua aspek pembangunan. 
Dalam menjawab kebutuhan untuk memperbaiki paradigma 
pembangunan, muncullah konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini 
menempatkan pendekatan holistik terintegrasi dari aspek pembangunan 
proporsional, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
38
 Ketiga 
aspek tersebut dipandang erat berkaitan satu sama lain. Pada intinya konsep 
ini hendak mewujudkan keserasian dan kesetaraan tiga aspek di atas dalam 
pembangunan suatu negara. 
Adapun hakekat tujuan dari upaya perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah demi melindungi lingkungan dari upaya pencemaran 
dan pengrusakan agar tercipta keselarasan dalam kehidupan manusia dan 
lingkungan. Tujuan ini diuraikan lebih rinci dalam konstitusi Indonesia. Yaitu  
menurut pasal 3 UUPPLH-2009 tujuannya
39
 adalah : (a) Melindungi wilayah 
NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (b) Menjamin 
keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia (c) menjamin kelangsungan 
kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem (d) menjaga kelestarian 
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fungsi lingkungan hidup (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan 
keseimbangan lingkungan hidup (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi 
manusia kini dan generasi masa depan (g) menjamin pemenuhan dan 
perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM (h) 
mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana (i) mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan (j) mengantisipasi isu lingkungan global. 
Dalam lingkup kehidupan bernegara, upaya perlindungan dan 
pengelolaan terhadap lingkungan serta realisasi pembangunan berkelanjutan 
dilakukan melalui mekanisme konstitusi.  Demi memberikan pengaturan agar 
pemanfaatan lingkungan yang dilakukan warga negara bersifat tertib dengan 
pemaknaan bahwa negara menjadi pengelola SDA dari lingkungan. Lebih 
lanjut dikatakan oleh Tim Hayward bahwa memberikan perlindungan di 
tingkat konstitusi memiliki sejumlah keuntungan yaitu; menetapkan 
pengakuan terhadap perlindungan lingkungan, tersedianya kemungkinan 
memadukan prinsip-prinsip UU dan peraturan, mengamankan prinsip hukum 
terhadap perubahan politik rutin, dan meningkatkan kemungkinan partisipasi 
demokrasi dalam proses pengambilan keputusan lingkungan.
40
 
Kebijakan lingkungan hidup dalam konstitusi saat ini telah banyak 
dianut oleh negara-negara di dunia. Sehingga terdapat berbagai model 
penuangan hak-hak lingkungan dalam konstitusi suatu negara. Model-model 
ini diurai oleh Jimly Asshiddiqie dalam empat kelompok
41
, yaitu; konsitusi 
                                                             
40 Tim Hayward. 2005. Constitutional Environmental Rights. New York : Oxford University Press.  
hal 7. 
41 Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  Jakarta : RajaGrafindo Persada. hal  20. 
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yang memuat ketentuan spesifik mengenai perlindungan lingkungan hidup 
(contoh: konstitusi Spanyol), konstitusi yang mengintegrasikan ketentuan 
mengenai perlindungan lingkungan hidup dalam ketentuan mengenai HAM 
(contoh: konstitusi Polandia), konstitusi yang hanya mengatur lingkungan 
hidup secara implisit atau menentukan jaminan hak-hak asasi tertentu dapat 
dipakai untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup dalam praktik 
(contoh: konstitusi Indonesia), dan kelompok konstitusi yang mengaitkan 
garis-garis besar kebijakan lingkungan tertentu dengan tugas atau tanggung 
jawab lembaga negara tertentu untuk melestarikan lingkungan hidup dan 
mengatasi kerusakan alam (contoh: konstitusi Portugal). 
Komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan 
dikelompokkan oleh Mas Ahmad Santosa sebagai berikut: 
1) Komitmen tertinggi. Dalam kategori ini terdapat pengakuan hak 
hukum untuk alam dan dilengkapi hak-hak subjektif dan kewajiban 
negara bidang pengelolaan lingkungan hidup serta arah pola 
pembangunan berkelanjutan dalam kemasan khusus 
2) Komitmen tinggi. Dimana terdapat pengakuan hak subjektif 
dilengkapi kewajiban negara untuk pengelolaan lingkungan dan arah 
pola pembangunan berkelanjutan dalam kemasan khusus 
3) Komitmen memadai. Ada pengakuan hak subjektif dengan 
kewajiban negara termaktub dalam pasal-pasal khusus (tidak 
dicampur dengan hak fundamental lain). namun tidak memuat arah 
atau pola pembangunan. 
4) Komitmen sedang. Memberikan pengakuan hak subjektif tanpa 
mengakui secara spesifik kewajiban negara di bidang pengelolaan 
lingkungan namun terdapat muatan tentang pola dan arah 
pembangunan berkelanjutan walaupun tidak ditempatkan dalam 
pasal-pasal khusus. 
5) Komitmen rendah. Konstitusi yang tidak mengakui norma hukum 
lingkungan (hak subjektif dan kewajiban negara) maupun pemuatan 
pola dan arah pembangunan.
42
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Kategorisasi di atas sangat membantu dalam mengukur komitmen negara-
negara dalam mewujudkan tugasnya sebagai pengelola pemerintahan. 
Tingkatan komitmen ini juga membantu dalam memudahkan identifikasi 
negara-negara yang tanggap dan peduli akan kerusakan lingkungan. 
Untuk itu pengaturan akan hukum lingkungan dipaparkan Mochtar 
Kusumaatmadja dalam Konferensi PBB di Stockholm (1972) bersifat 
preventif (pencegahan) atau represif (tindakan menghukum). Dengan 
mekanisme penggunaannya ada berbagai macam, antara lain bisa berupa: 
perizinan, incentives (peringanan pajak), denda, dan hukuman.
43
 Sehingga 
pada akhirnya disarankan agar diatur secara menyeluruh dan terintegrasi 
dengan membuat UU Pokok Mengenai Lingkungan Hidup. 
Terkait kerjasama bilateral yang dibuat UE dan Indonesia dalam tata 
hukum dan kelola untuk mengatasi illegal logging, menunjukkan bahwa kedua 
pihak telah menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak lingkungan dan 
integrasi pembangunan dengan orientasi keberlanjutan yang meliputi aspek 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga nampak bahwa keduanya 
berkomitmen untuk melindungi lingkungan mengingat illegal logging 
merupakan salah satu persoalan lingkungan. Secara parsial, untuk UE secara 
historis dan konstitusinya tergolong berkomitmen tinggi dalam upaya 
perlindungan lingkungan. Hal ini teridentifikasi dari dimasukkannya persoalan 
lingkungan menjadi program utama kebijakannya dalam berhubungan dengan 
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negara-negara lain. Untuk Indonesia, Mas Ahmad Santosa 
mengelompokkannya dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan Indonesia 
sudah mengakui hak subjektif dengan adanya peraturan berwawasan 
lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H. Pola dan arah pembangunan 
berkelanjutan juga telah ada namun belum ditempatkan dalam pasal-pasal 
khusus di konstitusinya. 
Kehadiran FLEGT-VPA berkontribusi besar dalam menguatkan 
peraturan lingkungan Indonesia dan memudahkan realisasi upaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara historis, di Indonesia 
dasar konstitusi lingkungan adalah UUD 1945 alinea ke 4. Setelah itu 
dijabarkan dalam pasal 33 ayat 3 dan 4. UU tentang lingkungan hidup sendiri 
telah beberapa kali di revisi. Yang pertama adalah UUPLH 1997 kemudian 
UULH 1982 dan yang terbaru adalah UUPPLH 2009.  Atas munculnya 
kesepakatan dan komitmen UE-Indonesia melalui kerangka kerjasama FLEGT, 
mekanisme UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 jadi 
lebih progresif dan komprehensif dibanding UU Lingkungan Hidup 
sebelumnya. Hal ini tercermin dari adanya instrumen perencanaan dan 
pencegahan dalam tata kelola lingkungan yang lebih jelas dijabarkan serta 
mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengaturan 
kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang jelas, serta adanya keterlibatan 
semua pihak.
44
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Untuk itu, keberadaan kerjasama FLEGT-VPA yang dibuat UE dan 
Indonesia merupakan kerjasama yang penting bagi keduanya. Bagi UE untuk 
mempertahankan komitmen tingginya yang peduli pada persoalan lingkungan. 
Bagi Indonesia membantu memperbaiki sistematika peraturan atau konstitusi 
mengenai lingkungan hidup di Indonesia yang awalnya masih belum 
terkhususkan pasal-pasalnya. Kerjasama ini mengatur perdagangan kayu legal 
di antara UE  dan Indonesia sehingga berorientasi ekonomis. Namun dengan 
mekanisme SVLK yang diharuskan agar dikembangkan Indonesia hakekatnya 
mengatur tata kelola sektor perhutanan sehingga berorientasi tata kelola dan 
perlindungan terhadap lingkungan. Adapun keterlibatan semua pihak 
(multistakeholder) baik pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam menjamin 
kelancaran implementasi kerjasama ini menjadi poin tambahan untuk menilai 
implementasi kerjasama ini. Mengingat keberhasilan suatu upaya penanganan 
atas persoalan lingkungan yang cukup terintegrasi seperti illegal logging 
memang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dengan kata lain, jaminan 
keberhasilan untuk penanganan illegal logging dengan mekanisme tersebut 
menjadi lebih tinggi. 
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BAB III 
FLEGT-VPA UNI EROPA – INDONESIA 
A. FLEGT-VPA Uni Eropa – Indonesia 
FLEGT-VPA adalah mekanisme yang dibuat Uni Eropa dalam merespon 
illegal logging. Sebagai negara konsumen kayu, UE telah mengalami dampak 
langsung illegal logging, dimana hampir sebagian besar kayu atau produk 
kayu yang masuk di UE diestimasi ilegal. Sedang hal ini bertentangan dengan 
komitmen UE untuk melaksanakan program yang peduli lingkungan. Sadar 
bahwa illegal logging terus berlangsung karena adanya pasar, selaku negara 
konsumen UE kemudian menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara 
produsen kayu. 
FLEGT-VPA adalah singkatan dari Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement (Penegakan Hukum, 
Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan) dan merupakan perjanjian 
bilateral bersifat sukarela antara UE dan negara-negara produsen kayu dalam 
mengatasi illegal logging melalui mekanisme penegakan hukum, tata kelola 
dan perdagangan bidang kehutanan. Mekanisme dari perjanjian ini yaitu upaya 
penegakan hukum untuk tindak pelanggaran illegal logging, tata kelola bidang 
lingkungan selama proses pemanfaatannya yang bernilai ekonomis dan 
perdagangan. Bidang lingkungan dengan sasaran kehutanan, dan bidang 
perdagangan dengan sasaran proses ekspor impor kayu yang legal.  
Sebagai program yang diinisiasi UE untuk memberantas illegal logging 
dan perdagangan kayu ilegal, FLEGT pertama kali dibahas pada September 
48 
 
2001 di Indonesia pada Konferensi Tingkat Menteri Pertama di Asia Timur 
dan Pasifik.
45
 Selanjutnya  program ini disampaikan pada pertemuan puncak 
dunia untuk pembangunan berkelanjutan (The World Summit on Sustainable 
Development) di Johannesburg tahun 2002. Tujuan dari FLEGT yakni untuk; 
1. Membantu negara produsen kayu dalam meningkatkan tata kelola 
dan kemampuan memberantas illegal logging 
2. Mengembangkan voluntary partnership agreement (VPA) untuk 
mencegah masuknya kayu ilegal ke pasar UE 
3. Mencegah konsumsi kayu ilegal dan investasi UE pada kegiatan 
yang mendorong pencurian kayu (over cutting).
46
 
 
Berdasarkan tujuan di atas, terlihat komitmen UE untuk membantu negara 
produsen kayu dalam tata kelola bidang kehutanannya dan untuk 
kesinambungan pencegahan illegal logging dan perdagangannya dibuat juga 
mekanisme perjanjian yaitu VPA. Tidak hanya itu, UE juga berupaya 
mencegah investasi pada kegiatan yang bisa mendorong pencurian kayu (over 
cutting). 
Menindaklanjuti program FLEGT yang telah dibuat sebelumnya, pada 
bulan Mei 2003 dibuat Action Plan-nya. Action plan FLEGT yang dirancang 
UE berfokus pada kebijakan perdagangan kayu dan produk kayu yang 
dikendalikan oleh UE dan pada pembelian kayu dan produk kayu dilakukan 
dengan bertanggung jawab oleh pemerintah maupun importir kayu yang 
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tergabung dalam negara anggota. Lebih lanjut, kebijakan perdagangan UE 
adalah sebagai berikut
47
: 
1. Mengembangkan kemitraan dengan negara-negara yang ingin 
mengatasi masalah ilegalitas dalam sektor kehutanan mereka dan ingin 
membuktikan bahwa produk-produk kayu yang mereka ekspor ke UE 
memang legal 
2. Menyusun peraturan perundang-undangan yang mendorong para 
importir untuk memikul tanggung jawab atas asal-usul kayu yang 
mereka beli; dan pembeli yang termasuk dalam negara anggota 
3. Mendorong pemerintah Eropa untuk membeli kertas, kayu bangunan, 
perabot kantor dan hasil-hasil hutan lainnya dengan cara yang legal 
dan berkelanjutan 
4. Menyadarkan perusahaan-perusahaan di UE akan bertanggung jawab 
untuk membeli kayu dengan cara legal dan berkelanjutan, serta 
membantu mereka mengembangkan alat-alat yang memudahkan 
mereka untuk melakukannya. 
Berdasarkan tujuan FLEGT dalam Action Plan kemudian dijabarkan 
bentuk bantuan yang diperlukan untuk negara produsen kayu. Yang pertama 
adalah bentuk bantuan dalam upaya meningkatkan tata kelola dan kemampuan 
negara produsen kayu pada dasarnya yaitu; 
a. Pengembangan sistem verifikasi yang dapat diandalkan untuk 
membedakan kayu legal dan ilegal 
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b. Dorongan untuk melakukan keterbukaan melalui penyediaan 
informasi yang benar mengenai kepemilikan hutan, kondisi hutan, 
dan perundang-undangan 
c. Peningkatan kapasitas badan-badan pemerintahan dan lembaga-
lembaga lainnya untuk menegakkan peraturan yang ada, 
melaksanakan reformasi tata kelola, dan menghadapi isu-isu yang 
kompleks yang berkaitan dengan masalah penebangan liar 
d. Penguatan penegakan peraturan melalui peningkatan koordinasi 
antara para aparat kehutanan, polisi, bea cukai, dan para penegak 
hukum 
e. Bantuan pelaksanaan reformasi kebijakan untuk menjamin adanya 
insentif yang memadai untuk para pengelola hutan yang baik, dan 
sangsi yang tegas untuk para pelanggar peraturan kehutanan.
48
 
Yang kedua adalah  mekanisme Voluntary Partnership Agreements (VPA) 
atau perjanjian kemitraan sukarela. Sesuai dengan kepanjangannya kerjasama 
ini bersifat sukarela dimana masing-masing negara secara sukarela dan tanpa 
paksaan berupaya untuk mengatasi masalah illegal logging khususnya dalam 
perdagangan antara negara yang bersepakat. Bagi negara produsen akan 
menjamin kayu yang diedarkan dalam perdagangan adalah legal, dan bukan 
hasil illegal logging. Sedang bagi negara konsumen UE hanya menerima dan 
memperdagangkan kayu legal saja. Meski bersifat sukarela, begitu kedua 
pihak sepakat menandatanganinya maka kedua negara harus memegang 
komitmen untuk hanya melakukan perdagangan kayu legal saja. 
Yang ketiga adalah mengurangi investasi yang mendorong terjadinya 
penebangan liar. Demi kontinuitas komitmen, perlu adanya kesatuan 
komitmen dan kesepahaman dalam bertindak diantara negara-negara anggota 
UE dalam memerangi illegal logging. Bentuk kontinuitas komitmen ini 
diwujudkan dengan upaya menghindari tindakan-tindakan ilegal dengan 
                                                             
48 Diskusi Penjelasan Singkat Forest Law Enforcement, Governance and Trade Penegakan Hukum 
di Bidang Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan. April 2004. Komisi Eropa. 
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mendorong penggunaan kayu legal diantara negara-negara UE. Hal ini 
termasuk; 
a. Mendorong negara anggota UE untuk melihat pada peraturan 
pengadaan barang untuk kepentingan umum yang baru-baru ini 
direvisi, yang menjelaskan pilihan untuk meningkatkan penggunaan 
kayu legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari 
b. Mendorong inisiatif sektor swasta yang berdasarkan kepada prinsip-
prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap masalah-masalah sosial 
dan lingkungan 
c. Mendorong pihak bank dan lembaga keuangan untuk 
mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial pada saat 
melakukan uji kelayakan (due diligence assessments) untuk investasi 
dibidang kehutanan. 
 
Kelancaran realisasi komitmen UE dan negara-negara produsen kayu 
hakekatnya membutuhkan koridor pengaturan yang jelas. Untuk itu 
pengembangan VPA sebagai bagian dari FLEGT Action Plan sangat 
diperlukan. VPA diterapkan dengan cara pemberian skema lisensi terhadap 
kayu-kayu yang akan masuk pasar UE. Hal ini sesuai dengan adopsi Regulasi 
Komisi UE No. 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005. Skema ini 
menawarkan sistem mekanisme verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang dapat 
menunjukkan identitas asal kayu yang diproduksi dan diekspor ke UE. 
Adapun skema lisensi ini meliputi tiga aspek berikut; 
1. Verifikasi untuk membuktikan bahwa pemanenan kayu, 
transportasi, dan perdagangannya telah memenuhi peraturan 
perundang-undangan yang ditentukan 
2. Pelacakan (chain of custody) untuk memastikan bahwa kayu dari 
hutan sampai ke UE tanpa tercampur dengan kayu yang tidak jelas 
asal usulnya 
3. Penerbitan lisensi yang menunjukkan bahwa legalitas kayu telah 
diverifikasi.
49
 
                                                             
49 Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme. Op. Cit. hal 17. 
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Selain ketiga aspek diatas, substansi lain yang diatur dalam VPA menyangkut; 
definisi legalitas, lisensi ekspor, sistem verifikasi (untuk mengidentifikasi 
yang diekspor adalah kayu legal), penunjukkan instansi yang berwenang, dan 
penunjukkan pengawas independen. Secara keseluruhan inti dari VPA adalah 
skema lisensi yang dapat menunjukkan legalitas kayu sejak awal kayu tersebut 
dipanen dari hutan hingga transportasinya. Sehingga dengan skema lisensi ini 
kayu tersebut dapat dilacak kejelasan tempat asalnya. Selama proses 
berlangsungnya skema tersebut dibutuhkan instansi yang berwenang dan 
pengawas independen untuk memastikan kelancaran realisasinya. 
Kerjasama FLEGT-VPA antara UE dan Indonesia secara historis 
tergambarkan melalui gambar berikut; 
Gambar 3.1 : Sejarah dan Perkembangan FLEGT-VPA 
 
 
Sumber: Multistakeholder Forestry Program. http://www. mfp.or.id 
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa komitmen kedua pihak untuk 
bekerjasama dimulai sejak tahun 2001 melalui momentum Deklarasi Bali pada 
bulan September. Kemudian berawal dari MOU antara Indonesia-UK untuk 
memerangi illegal logging di bulan April 2003, di sepakati FLEGT Action 
Plan dengan UE di bulan Mei pada tahun yang sama. Di tahun 2005 UE 
mengadopsi Regulasi No 1273 tentang skema lisensi ekspor melalui VPA. 
Kemudian negosiasi untuk FLEGT-VPA diantara keduanya dimulai dengan 
pertemuan-pertemuan sejak tahun 2008 dalam penyempurnaan teks perjanjian 
serta keperluan pengembangan skema lisensi verifikasi legalitas kayu. 
Singkatnya setelah 7 kali pertemuan sejak 2008, tim panel pakar 
mengajukan hasilnya untuk dibahas dalam 7 kali pertemuan Joint Preparatory 
Comittee yang kemudian secara resmi akan dibahas di tingkat lebih tinggi 
(pejabat senior kedua negara). Kesepakatan keduanya kemudian baru tercapai 
di bulan April tahun 2011 pada Senior Official Meeting ke IV di Belgia. 
Dirjen Bina Usaha Kehutanan kala itu, Dr. Iman Santoso kemudian 
menandatangani VPA. Sebulan kemudian, Menhut Zulkifli Hasan dan 
Komisioner Perdagangan UE Karel de Gutch menandatangani dokumen VPA 
dengan 9 lampirannya di Jakarta sekaligus menandai dokumen VPA siap 
memasuki proses penandatangan dan ratifikasi.
50
 FLEGT-VPA akhirnya 
ditandatangani oleh UE dan Indonesia pada tanggal 30 September 2013 di 
Brussels setelah beberapa kali mengalami kemunduran. Sedangkan ratifikasi 
untuk kerjasama oleh Parlemen Eropa baru terealisasi pada tanggal 27 
                                                             
50 Rio Rovihandono. 2013. Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya. 
Jakarta : MFP KEHATI. hal 2. 
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Februari 2014 di Strasbourg, Prancis.
51
 Dengan demikian kerjasama ini telah 
resmi mengikat secara hukum bagi UE dan Indonesia.  
Sebagai negara Asia pertama yang berhasil mencapai kesepakatan 
FLEGT-VPA dengan UE, Indonesia juga menjadi negara yang telah tuntas 
melampirkan VPA beserta 9 lampirannya. Namun ketuntasan pembahasan 
VPA dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini demi 
memastikan setiap lampiran pendukungnya sesuai dijadikan rujukan. 
Beberapa perbaikan  juga terjadi dalam Dokumen VPA seperti; Permenhut No 
38 Tahun 2009 yang direvisi menjadi Permenhut No 68 Tahun 2011, 
kemudian diperbaiki lagi untuk menampung aspirasi pelaku usaha menjadi 
Permenhut No 45 Tahun 2012, perubahan tersebut juga merubah beberapa 
aturan pelaksanaan teknis demi penyesuaian menjadi Perdirjen No 8 Tahun 
2012, Permendag No 20 Tahun 2008 juga direvisi menjadi Permendag No 64 
Tahun 2012 demi mengadopsi SVLK khususnya dalam penggunaan Dokumen 
V-Legal untuk perizinan ekspor kayu.
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51 Laporan dari Strasbourg Parlemen Eropa Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Produk Hutan 
Berkelanjutan Ri-UE. http://news.detik.com/read/2014/02/28/032918/2510857/10/parlemen-eropa-
ratifikasi-perjanjian-perdagangan-produk-hutan-berkelanjutan-ri-ue?nd771104bcj Diakses pada 
tanggal 17 Maret 2014. Pukul 10.20 Wita. 
52Rio Rovihandono. 2013. Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan Lampirannya. 
Jakarta : MFP KEHATI. hal 3.  
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Tabel 3.1 : Isi Dokumen VPA UE-Indonesia 
 
Berdasarkan ke-25 pasal dalam dokumen VPA di atas dapat dilihat bahwa tiga 
pasal pertama di dokumen tersebut menjadi landasan dari dokumen VPA 
secara keseluruhan. Pasal 1 dan 2 yang merincikan tujuan dan definisi secara 
umum memberikan landasan untuk dialog dan kerjasama, serta menguraikan 
penjelasan terkait terminologi-terminologi yang digunakan seperti definisi 
ekspor, impor, produk kayu, pengapalan, otoritas penerbit, harmonized code, 
dsb. Pasal 3 menjelaskan skema pemberian lisensi FLEGT baik yang merujuk 
pada perundangan di UE maupun kaitannya dengan cakupan produk kayu 
Indonesia yang diberlakukan. 
Selanjutnya, pasal 4 dan 5 menjelaskan otoritas pelaksanaan kerjasama. 
Bagi pihak Indonesia diuraikan dalam pasal 4 tentang otoritas penerbit lisensi 
Pasal 1 Tujuan (2 ayat) 
Pasal 2 Definisi (1 ayat dengan 9 sub ayat) 
Pasal 3 Skema Pemberian Lisensi FLEGT (4 ayat) 
Pasal 4 Otoritas Penerbit Lisensi terdiri dari 5 ayat 
Pasal 5 Otoritas yang Berwenang terdiri dari 5 ayat 
Pasal 6 Lisensi FLEGT terdiri dari 4 ayat 
Pasal 7 Verifikasi Kayu yang Diproduksi Secara Legal ( 2 ayat) 
Pasal 8 Pelepasan Pengapalan yang tercakup dalam Lisensi FLEGT (3 ayat) 
Pasal 9 Penyimpangan (1 ayat dengan 3 sub ayat) 
Pasal 10 Penerapan SVLK dan Tindakan Lainnya (3ayat) 
Pasal 11 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Persetujuan (2 ayat) 
Pasal 12 Pengaman Sosial (2 ayat) 
Pasal 13 Insentif Pasar (1 ayat dengan 2 sub ayat) 
Pasal 14 Komite Pelaksana Bersama (5 ayat dengan 9 sub ayat) 
Pasal 15 Pemantauan dan Evaluasi (1 ayat 2 sub ayat) 
Pasal 16 Tindakan Pendukung (2 ayat) 
Pasal 17 Pelaporan dan Keterbukaan Informasi Publik (4 ayat dengan 9 sub ayat) 
Pasal 18 Komunikasi Pelaksanaan  (2 ayat) 
Pasal 19 Wilayah Pemberlakuan (1 ayat) 
Pasal  20 Penyelesaian Sengketa ( 7 ayat) 
Pasal 21 Penundaan (4 ayat) 
Pasal 22 Perubahan (4 ayat) 
Pasal 23 Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran 
Pasal 24 Lampiran (1 ayat) 
Pasal 25 Naskah Asli (1ayat) 
 
 Sumber :  Multistakeholder Forestry Program 
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mengenai kewajiban-kewajiban dalam penerbitan FLEGT. Sedangkan dalam 
pasal 5 diuraikan otoritas berwenang di pihak UE yang disebut Competent 
Authority yang melingkupi sejumlah kewajiban untuk pemeriksaan keabsahan 
lisensi FLEGT yang dikeluarkan otoritas penerbit lisensi (Indonesia) dan 
bertanggung jawab dalam menjaga aksesnya kepada publik atau badan yang 
diperbolehkan sebagai bentuk transparansi informasi. 
Pasal 6 dan 7 berhubungan dengan lisensi FLEGT dan verifikasi kayu 
produksi legal beserta prosedur dan aturan penerbitan lisensi serta tata cara 
pengisiannya. Catatan lisensi FLEGT disepakati kedua pihak untuk 
selanjutnya disebut sebagai Dokumen V-Legal. Untuk pasal-pasal lainnya dari 
Dokumen VPA bersifat umum. Namun menarik bahwa dari pasal-pasal yang 
disepakati kedua pihak, Indonesia telah mengambil langkah maju dengan 
merealisasikan beberapa hal yang dipersyaratkan seperti pembentukan Lisence 
Information Unit (LIU) dan mulai mengoperasikan kantor Sistem Informasi 
Legalitas Kayu sejak 1 Januari 2013.  
Seperti yang terurai di atas, mekanisme VPA menghasilkan SVLK untuk 
dikembangkan. SVLK selaku sistem lisensi dalam menjamin kayu legal dan 
berasal dari hutan lestari berkelanjutan dibuktikan melalui Dokumen V-Legal. 
Karena sistem ini dikembangkan dengan sasaran manajemen pengelolaan 
hutan di negara produsen kayu (Indonesia), sehingga dalam Dokumen VPA 
yang berisi 25 pasal beserta 9 lampirannya sebagian besar membahas 
mekanisme SVLK. Untuk negara konsumen kayu dalam hal ini UE selaku 
otoritas yang berwenang dalam Dokumen VPA menjadi pihak yang 
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memeriksa kesesuaian Dokumen V-Legal dengan aturan mekanisme yang 
disepakati ketika dokumen tersebut diekspor masuk ke UE oleh Indonesia. 
Bila nantinya terdapat keraguan dan beberapa pelanggaran terkait Dokumen 
V-Legal kayu ekspor yang menggunakan dokumen tersebut akan 
ditangguhkan dan dilarang peredarannya di pasar UE. 
Kerangka kerjasama FLEGT-VPA yang memberikan pengaturan 
terhadap manajemen pengelolaan hutan pada dasarnya lahir dari aktifitas 
ekonomi ekspor-impor kayu. Untuk itu, berkenaan ekspor kayu dari negara 
mitra yakni Indonesia ke UE, terdapat cakupan produk-produk mana saja yang 
dicakup FLEGT Indonesia. VPA dalam hal ini mencakup semua ekspor utama 
kayu dan produk berbasis kayu Indonesia. Yakni; kayu gelondongan, kayu 
gergajian, veneer, kayu lapis dan bantalan rel kereta api. VPA juga mencakup 
serpih kayu, produk kayu yang telah dicetak, dan panel berbasis kayu, maupun 
bubur kayu dan kertas, produk kertas dan perabot kayu. Kecuali kayu bulat 
dan kayu gergajian kasar serta bantalan rel kereta dengan dimensi tertentu. Hal 
ini dikarenakan adanya pelarangan ekspor produk kayu tersebut dalam UU 
Indonesia.
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Kerjasama  FLEGT-VPA antara UE dan Indonesia dikaitkan dengan 
konsep hubungan bilateral hakekatnya adalah adanya timbal balik. Dari 
rangkaian peraturan hingga keuntungan yang akan didapat kedua pihak. 
Dengan kata lain keseimbangan menjadi hal penting dalam mengukur idealnya 
hubungan bilateral yang dijalin kedua pihak. Begitu juga seharusnya bagi 
                                                             
53 Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi Ringkas. Loc. 
Cit. 
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mekanisme lisensi FLEGT antara kedua pihak. Pengaturan lisensi FLEGT 
untuk Indonesia yaitu SVLK harus setara dengan perizinan FLEGT untuk  
industri kayu impor dari negara-negara non-mitra VPA yang masuk ke UE. 
Untuk itu UE mengembangkan sistem Due Diligence Regulation bagi 
kayu impor negara-negara non-mitra VPA. Konsep Due Diligence diartikan 
sebagai ‘the prudence and activity expected from, and ordinarily exercised by, 
a reasonable person under the particular circumstances’. Konsep ini dalam 
realita dihubungkan dengan Due Care. Dimana Due Care menggambarkan hal 
yang harus dilakukan untuk mematuhi kewajiban secara hukum dan Due 
Diligence adalah tahap-tahap yang harus diambil dalam memenuhi kewajiban 
hukum tersebut.
54
 Sehingga sistem Due Diligence memberikan beberapa 
kewajiban kepada para Operator (pihak pertama pengimpor kayu) dan 
Internal Trader (pihak kedua dan seterusnya yang memperdagangkan kayu di 
pasar UE) untuk dipenuhi dalam rangka mencegah peredaran kayu ilegal di 
pasar UE. 
Kewajiban yang harus dipenuhi operator diatur dalam Pasal 6 UE 
Timber Regulation (EUTR) No 995/2010 sebagai berikut: 
a. Measures and procedures providing access to the following 
information concerning the operator’s supply of timber or timber 
products placed on the market: 
 Description, including the trade name and type of product as 
well as the common name of tree species and, where applicable, 
its full scientific name; 
 Country of harvest, and where applicable: 
i. Sub-national region where the timber was harvested; and 
ii. Concession of harvest; 
 Quantity (expressed in volume, weight or number of units) 
                                                             
54 Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme. Op. Cit. hal 52. 
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 Name and address of the supplier to the operator; 
iii. Name and address of the internal trader to whom the timber 
and timber products have been supplied; 
 Documents or other information indicating compliance of those 
timber and timber products with the applicable legislation 
 
b. Risk assesment procedures enabling the operator to analyse and 
evaluate the risk of illegally harvested timber or timber products 
derived from such timber being placed on the market. 
Such procedures shall take into account the information set out in 
point (a) as well as relevant risk assesment criteria, including: 
 Assurance of compliance with applicable legislation, which may 
include certification or other third-party-verified schemes which 
cover compliance with applicable legislation; 
 Prevalence of illegal harvesting of specific tree species; 
prevalence of illegal harvesting or practices in the country of 
harvest and/or sub-national region where the timber was 
harvested, including consideration of the prevalence of armed 
conflict; 
 Sanctions imposed by the UN Security Council or the Council of 
the European Union on timber imports or exports; 
 Complexity of the supply chain of timber products; 
 
c. Except where the risk identified in course of the risk assesment 
procedures reffered to in point (b) is negligible, risk mitigation 
procedures which consist of a set of measures and procedures that 
are adequate and proportionate to minimise effectively that risk and 
which may include requiring additional information or documents 
and/or requiring third party verification.
55
 
 
Berdasarkan rincian Pasal 6 di atas, kewajiban yang harus dipenuhi para 
operator dalam mengimpor kayu dan produk kayu seperti, keharusan adanya 
informasi nama dagang, informasi tentang izin penebangan, diwajibkannya 
penyebutan daerah penebangan bukan hanya negara penebangan. Selain itu 
diharuskan memuat prosedur penilaian risiko (risk assesment procedure) dan 
prosedur mitigasi resiko (risk mitigation procedure). Untuk prosedur penilaian 
risiko memungkinkan operator untuk menganalisa dan mengevaluasi risiko 
                                                             
55 Ibid. hal 48-49. 
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adanya kayu atau produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar UE. Untuk 
prosedur mitigasi risiko mencakup serangkaian tindakan dan prosedur yang 
cukup serta proporsional dalam meminimalkan terjadinya risiko serta 
mencakup keharusan informasi tambahan atau dokumen dan/atau 
mengharuskan verifikasi dari pihak ketiga. 
Kewajiban untuk para internal trader dimuat dalam Pasal 5 UE Timber 
Regulation No 995/2010 yakni: 
Internal trades shall, throughout the supply chain, be able to identify: 
a. The operators or the internal trades who have supplied the timber and 
timber products; and 
b. Where applicable, the internal traders to whom they have supplied 
timber and timber products. 
Internal trades shall keep the information referred to in the first 
paragraph for at least five years and shall provide that information to 
competent authorities if they so request.
56
 
 
Berbeda dengan operator, berdasarkan Pasal 5 di atas, internal traders hanya 
berkewajiban untuk mengidentifikasi operators atau internal traders lainnya 
yang telah memasok kayu dan produk kayu. Serta bila memungkinkan, harus 
mengidentifikasi internal traders yang akan menerima pasokan kayu dan 
produk kayunya. Pasal 5 juga mewajibkan internal traders untuk menjaga dan 
menyimpan informasi tentang hal-hal tersebut selama 5 (lima) tahun serta 
memberikan informasi kepada competent authority apabila diminta. 
Sistem Due Diligence bagi operator dan Duty of Care bagi internal 
traders didasarkan pada upaya pencegahan peredaran kayu ilegal di pasar UE 
dengan sasaran importir kayu negara non mitra VPA. Hal ini sejalan dengan 
larangan penempatan kayu atau produk kayu ilegal di pasar UE dalam Pasal 4 
                                                             
56 Ibid. hal 50. 
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ayat 1 EUTR No 995/2010 yang menyatakan: “The placing on the market of 
illegally harvested timber or timber products shall be prohibited”. 57 Bagi 
negara mitra VPA dalam mendukung realisasi komitmen di atas, dibentuk 
Competent Authority. Competent Authority merupakan lembaga bentukan 
negara-negara anggota UE untuk menerima dan memverifikasi lisensi FLEGT. 
Lembaga ini berkewajiban untuk: (a) melakukan verifikasi bahwa setiap 
pengiriman produk kayu dari Indonesia ke UE harus disertai FLEGT yang 
sah; (b) membuat, memelihara catatan semua lisensi FLEGT yang diterima 
dan mengumumkannya setiap tahun; (c) memberikan akses pada semua 
dokumen dan data yang relevan kepada Lembaga Pemantau Independen dari 
Indonesia. 
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Selain Competent Authority, terdapat Pemantau Independen Pasar 
(Independent Market Monitoring/IMM) untuk menjadi pihak ketiga 
independen di Eropa. Tujuannya untuk mengumpulkan dan menganalisis 
informasi tentang diterimanya kayu Indonesia berlisensi FLEGT di pasar UE 
dan mengkaji kembali dampak dari Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa No 
995/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang menetapkan kewajiban operator yang 
menempatkan kayu dan produk kayu di pasar dan inisiatif lainnya seperti 
kebijakan pengadaan barang pemerintah dan swasta.  
Keberadaan IMM untuk menunjang 3 mekanisme pengauditan dan 
pemantauan lainnya yang telah disepakati UE-Indonesia. Yakni ; (1) 
pemantauan independen oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui 
                                                             
57 Ibid. hal 51. 
58 Ibid. hal 65. 
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jaringan pemantau yang didukung secara finansial oleh UE, (2) evaluasi 
menyeluruh SVLK melalui kelompok kerja multi-pihak, (3) evaluasi berkala 
oleh evaluator independen untuk pengecekan sistem mulai dari tempat 
pemungutan sampai ke tempat ekspor sehingga meningkatkan kredibilitas 
lisensi FLEGT. Pelaksanaan pemantauan tersebut secara keseluruhan dipantau 
dalam konsultasi kedua pihak pada pertemuan Komite Pelaksana Bersama 
(Joint Implementation Comittee/JIC).
59
  
Komite Pelaksana Bersama akan memfasilitasi dialog dan pertukaran 
informasi secara teratur di antara para pihak. Komite ini juga yang akan 
menerbitkan laporan tahunan, memerinci kegiatan, kemajuan serta statistik 
terkait. Selain itu, komite ini juga yang akan menugaskan kegiatan 
pemantauan maupun evaluasi yang diperlukan. JIC juga yang akan 
bertanggung jawab dalam menganalisis berbagai dampak dari perjanjian ini 
terhadap masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat Indonesia.  
Berdasarkan diagram 3.1 di bawah dapat dilihat bahwa kayu dan produk 
kayu yang diimpor menggunakan lisensi FLEGT akan langsung dipasarkan di 
pasar UE tanpa adanya pemeriksaan. Berbeda dengan impor kayu dan produk 
kayu tanpa lisensi. Pemeriksaan akan dilakukan oleh operator selaku pihak 
pengimpor yang diwajibkan menelusuri dokumen, dan asal muasal kayu dan 
produk kayu tersebut. Sedangkan internal traders diwajibkan mengumpulkan 
informasi terkait pihak pemasok kayu untuknya. Dengan kata lain, keberadaan 
kerjasama FLEGT-VPA yang dijalin antara UE dan negara-negara produsen 
                                                             
59 Rio Rovihandono. 2013. Pemantauan Berkala dan Pasar Pasca Penandatangan VPA. Jakarta : 
MFP II. hal 1. 
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kayu seyogyanya meningkatkan kuota ekspor kayu ke UE dan sekaligus 
mencegah peredaran kayu ilegal. Sehingga fungsi ekonomi berwawasan 
lingkungan dapat terlaksana seiring realisasi kerjasama ini. 
Diagram 3.1 : Rangkaian Sistem Kayu dan Produk Kayu Impor ke UE 
 
 
 
  
Sumber : Practical Guide to the EUTR No 995/2010 European Parliament and The Council. 
http://www.cei-bois.org/files/Practical_guide_to_the_EUTR.pdf 
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B. Kasus Illegal Logging di Indonesia 
Illegal logging sebagai tindakan pelanggaran hukum di Indonesia terjadi 
karena adanya kebutuhan permintaan terhadap kayu yang tidak seimbang 
dengan daya produksi pemanfaatan hutan Indonesia. Eksploitasi yang 
dilakukan oleh para illegal logger ini merupakan kesadaran akan potensi 
sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Indonesia yang dijuluki untaian 
zamrud di khatulistiwa faktanya memang memiliki kekayaan alam yang 
seyogyanya cukup untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun dengan adanya 
praktek illegal logging yang dilakukan beberapa orang tak bertanggung jawab 
demi kepentingannya sendiri mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia. 
Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya: 
1. Penebangan hutan yang tidak terkendali, dimulai sejak 1960an yang 
dikenal dengan banjir-kap, dimana orang melakukan penebangan kayu 
secara manual. Pada 1970an penebangan hutan secara besar dilakukan, 
dilanjutkan dengan dikeluarkannya izin-izin pengusahaan hutan taman 
industri tahun 1990, yang melakukan fungsi tebang habis (land clearing) 
2. Pengalihan hutan menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi. Bahkan 
pada 1999, setelah otonomi daerah dimulai, pemerintah daerah membagi-
bagikan kawasan hutannya kepada pengusaha daerah dalam bentuk hak 
pengusahaan skala kecil 
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3. Penebangan hutan tanpa izin yang tak terkendali oleh kelompok 
masyarakat yang dibiayai pemodal (cukong) yang dilindungi oleh aparat 
pemerintah dan keamanan.
60
 
Faktor-faktor di atas, menunjukkan bahwa illegal logging merupakan faktor 
signifikan yang memberikan sumbangsih bagi kerusakan hutan. Hal ini terlihat 
dari paparan penebangan hutan tak terkendali di poin 1 dan penebangan hutan 
tanpa izin di poin 3 yang menjadi bukti bahwa illegal logging adalah salah 
satu penyebab kerusakan hutan mengingat kedua poin uraian tersebut 
merupakan bagian dari praktek illegal logging. Dari poin 1 dan 3 juga 
menunjukkan transformasi tata cara praktek illegal logging yang dilakukan. 
Dimulai dari cara manual hingga penebangan besar-besaran yang 
mengindikasikan penggunaan teknologi yang lebih maju. Hal ini juga 
melibatkan aktor yang seiring berjalannya waktu semakin bertambah dan 
semakin kompleks.  
Kasus illegal logging di Indonesia hakekatnya merupakan fenomena 
lama yang terus terjadi dalam berbagai pergantian era pemerintahan di 
Indonesia. Sepanjang sejarah awalnya kasus illegal logging bahkan terjadi 
sebelum Indonesia merdeka sebagai negara. Dengan kata lain, praktek illegal 
logging telah terjadi sejak masa kolonial. Di masa tersebut, eksploitasi besar-
besaran terjadi secara terpusat dengan aktor utamanya adalah penjajah. Orang-
orang pribumi Indonesia yang berada di sekitar hutan waktu itu dilarang untuk 
melakukan pemanfaatan hutan. Situasi ini terjadi di pulau Jawa dan pulau-
                                                             
60 Yuherina Gusman. “Prospek Kerjasama Uni Eropa – Indonesia dalam Mengatasi Kasus Illegal 
Logging”.  Jurnal Luar Negeri. Vol 24. April 2007. hal 37. 
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pulau yang terjangkau penjajah, sedang pulau-pulau Indonesia lainnya yang 
tak terjangkau penjajah praktek illegal logging cenderung melibatkan 
beberapa aktor seperti masyarakat lokal hutan, pemerintah saat itu yakni 
Sultan-Sultan, dan pihak luar negara yang meminta diekspornya komoditi 
kayu seperti orang-orang China dan Malaysia. 
Kemudian di awal kemerdekaan, praktek illegal logging terjadi di 
daerah-daerah yang dilakukan masyarakat lokal. Dengan kata lain, praktek 
illegal logging pada waktu itu berskala kecil. Tindakan penebangan dilakukan 
secara manual dan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Tidak ada koordinasi 
dari beberapa pihak yang menjadikan tindakan ilegal ini teroorganisir dan 
mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Kemudian di era 1960an atau pada 
masa Presiden Soeharto, illegal logging mulai dilakukan dengan koordinasi 
secara langsung oleh unit militer lokal atau daerah setempat. Estimasi tindakan 
Illegal logging tahun 1969 yang terjadi di antara daerah Sumatra dan 
Singapura bahkan mendekati 70%. Hal ini kemudian menandai bertambahnya 
aktor yang terlibat dalam perilaku illegal logging, yaitu warga sipil dan 
militer.
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Praktek illegal logging di Indonesia pasca tahun 1960an mulai luas dan 
berskala besar dengan aktor yang terlibat melakukan illegal logging adalah 
para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), sekarang dikenal dengan Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) . Pembuatan sistem HPH 
awalnya diperuntukkan bagi pemanfaatan produksi hasil hutan yang terkontrol 
                                                             
61 Krystof Obidzinski. 2004. Illegal Logging and The Fate of Indonesia’s Forests in Times of 
Regional Autonomy. Bogor : Cifor. hal 8. 
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dan ada upaya regenerasi hutan oleh para pemegang HPH. Namun dalam 
implementasinya proses pemberian HPH tanpa transparansi dan beberapa 
kewajiban untuk meregenerasi hutan tidak dilakukan oleh pemegang HPH. 
Kurangnya fungsi pengawasan dan kontrol oleh pemerintah serta adanya 
kerjasama antara aktor yang melakukan illegal logging dengan jajaran birokrat 
kehutanan mengakibatkan terjadinya eksploitasi berlebihan dalam 
pemanfaatan hutan.  Hal ini yang menandai perubahan skala kecil ke skala 
besar praktek illegal logging. Kemudian setelah adanya sistem otonomi daerah 
di era reformasi, praktek illegal logging di tiap daerah berubah jadi 
berkelompok-kelompok dan lebih teroorganisir. 
 Illegal logging yang berubah menjadi teroorganisir, melibatkan beragam 
aktor, dengan modus operandinya yang beragam seperti yang telah diurai di 
BAB II membuat kasus illegal logging di Indonesia menjadi multikompleks. 
Sedang minimnya upaya regenerasi hutan mempercepat laju kerusakan hutan 
Indonesia. Dampak eksploitasi berlebihan ini baru dirasakan kemudian pada 
abad 19 dan 20 ketika laju kerusakan hutan saat ini diuraikan Menteri 
Kehutanan Zulkifli Hasan sekitar 300 ribu ha pertahun. Laju kerusakan hutan 
yang cepat tersebut yang kemudian mengurangi luas hutan Indonesia yang 
pada tahun 2009 adalah 138 juta ha, saat ini hanya 45 juta ha.
62
  
Namun, perlu diketahui bahwa eksploitasi yang berlebihan tidak semata 
menjadi kesalahan para illegal logger. Praktek illegal logging yang berlebihan 
                                                             
62Sisa Hutan Indonesia Hanya 45 Juta Hektar. 
 http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19slg-sisa-hutan-indonesia-hanya-
45-juta-hektare. Diakses Pada tanggal 21 April 2014. Pukul 09.20 Wita. 
 
68 
 
dapat terjadi karena terdapat celah dari peraturan dan kebijakan pemerintah 
juga. Pemberian sertifikat HPH sebenarnya menunjukkan bahwa orientasi 
pemerintah terhadap lingkungan cenderung untuk eksploitatif bernilai 
ekonomis demi menumbuhkan iklim investasi dalam negeri yang lebih luas. 
Hal ini dibuktikan dengan minimnya upaya perlindungan hutan maupun 
regenerasinya. Ketika dampak akibat kerusakan hutan mulai dirasakan serta 
rusaknya citra Indonesia di dunia internasional, barulah dilakukan perubahan 
orientasi perlindungan lingkungan dengan mencanangkan pembangunan 
berkelanjutan atau SFM (Suistainable Forest Management). SFM dilakukan 
Indonesia melalui revisi peraturan lingkungan hidup. Yang pertama adalah 
UUPLH 1997 kemudian UULH 1982 dan yang terbaru adalah UUPPLH 2009.  
Tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi illegal 
logging adalah menurunkan jatah tebang tahunan mengingat berkurangnya 
lahan produksi. Di tahun 2003 jatah tebang menjadi 6,8 juta m
3
 dan tahun 
2004 jadi 5,7 juta m
3
.
63
 Konsep Hutan Tanaman Industri (HTI) juga 
diperkenalkan pemerintah. Konsep ini dimaksudkan bagi perusahaan agar 
melakukan penanaman kayu di atas lahan atau kawasan tidak produktif, 
memelihara, dan memanennya serta memasarkannya. Beberapa prioritas 
program turut dipetakan pemerintah dari tahun 2009-2014 khusus berkenaan 
mengenai isu lingkungan berdasarkan Peraturan No P.70/Menhut II/2009 
meliputi; 
 
                                                             
63 Yuherina Gusman. Op. Cit. hal 41. 
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1. Pemantapan kawasan hutan 
2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai 
(DAS) 
3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan 
4. Konservasi keanekaragaman hayati 
5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan 
6. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 
7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan 
8. Penguatan kelembagaan kehutanan.64 
 
Mendukung program tersebut, perlengkapan dan tenaga untuk keamanan 
hutan yang terdiri dari Polisi Hutan (Polhut), Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) dan Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) juga ditingkatkan. 
Dimana tahun 2007 berjumlah 9.426 personil menjadi 11.412 personil di 
tahun 2011.
65
 Gerakan menanam pohon juga dilakukan pemerintah selama 
tiga tahun terakhir yang melebihi target 1 milyar pohon. Rinciannya yaitu di 
tahun 2010 tertanam 1,3 milyar pohon (130%), 2011 1,5 milyar pohon (150%) 
dan 1,6 milyar pohon tahun 2012 (160%).
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Kasus illegal logging di Indonesia yang multikompleks hakekatnya 
membutuhkan manajemen pengelolaan yang baik dengan melibatkan 
multistakeholder agar dapat efektif. Untuk itu, keberadaan kerjasama FLEGT-
VPA UE dan Indonesia yang menawarkan sistem manajemen dan pengelolaan 
hutan yang transparan dan bersifat multistakeholder merupakan solusi tepat 
                                                             
64 Tim Badan Litbang Kehutanan. 2011. Review tentang Illegal Logging sebagai Ancaman 
terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi Deforestasi dan 
Degradasi (REDD+) di Indonesia. Hal 2. http://www.forda-
mof.org//files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf. 
65 Pajak Untuk Menjaga Kekayaan Alam. 
http://www.tempo.co/read/news/2013/08/12/140503725/Pajak-Untuk-Menjaga-
Kekayaan-Alam. Diakses pada tanggal 21 April 2014. Pukul 09.00 Wita. 
66 Menhut: Deforestasi Hutan Indonesia Menurun. 
http://www.antaranews.com/berita/374224/kemenhut-tanam-44-miliar-pohon-selama-
tiga-tahun. Diakses pada tanggal 21 April 2014. Pukul 10.00 Wita. 
 
70 
 
sasaran dalam menangani illegal logging Indonesia. Kerjasama yang 
menghubungkan negara produsen dan negara konsumen kayu dalam 
mencegah illegal logging menjadi kerjasama yang penting bagi Indonesia 
untuk memperbaiki tata kelola hutan yang telah lama dicita-citakan. 
FLEGT-VPA yang melalui sejarah panjang dalam proses perumusan 
hingga implementasinya yaitu sejak tahun 2001 mulai menunjukkan pengaruh 
bagi kasus illegal logging Indonesia ketika terjadi penurunan angka kasus 
illegal logging Indonesia selama perumusan dan penyempurnaan proses 
SVLK. Jumlah kasus yang ditangani Kementrian Kehutanan di tahun 2007 
terdapat 478 kasus dengan 79 kasus diantaranya adalah illegal logging. Di 
tahun 2011 jumlah kasus illegal logging berkurang menjadi 59 kasus.  
Tabel 3.2 : Kasus Illegal Logging di Indonesia Tahun 2007-2011 
Tahun Jumlah Kasus Illegal Logging 
2007 79 
2008 65 
2009 58 
2010 41 
2011 59 
Sumber : Kementrian Kehutanan Republik Indonesia 
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C. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 
Sebagai intisari dari kerangka kerjasama FLEGT-VPA UE dan Indonesia, 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK adalah sistem yang digunakan 
untuk memastikan produk kayu dan bahan kayunya diperoleh atau berasal dari 
sumber yang asal usul dan pengelolaanya memenuhi aspek legalitas. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa SVLK merupakan sistem yang menjamin produk 
kayu legal dan berasal dari hutan lestari. Pola jaminan SVLK berasal dari 
aspek legalitas. Untuk itu, definisi kayu legal yang disepakati dan digunakan 
dalam VPA UE-Indonesia adalah kayu yang dipungut, diangkut, diolah, dan 
diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang 
terkait. Dari definisi ini kemudian diturunkan prinsip yang mencakup kriteria, 
indikator dalam proses produksi, pengolahan maupun ekspor perdagangan 
produk kayu. 
SVLK  merupakan upaya soft approach yang dilakukan pemerintah 
untuk perbaikan tata kelola pemerintahan atas maraknya illegal logging 
disamping upaya penindakan hukum (hard approach) yang selama ini telah 
digunakan pemerintah. Soft approach dari skema SVLK memberi perbaikan 
terhadap tata usaha dan administrasi perkayuan dengan mekanisme yang dapat 
dipantau semua pihak dan memiliki kredibilitas dalam implementasinya. 
SVLK dibuat pemerintah Indonesia dalam merespon pasar yang mulai 
berorientasi green consumerism. Sebelum SVLK telah ada sertifikat lain yang 
dikembangkan beberapa lembaga peduli lingkungan dalam menjamin sumber 
asalnya dari hutan lestari. Seperti sertifikat yang dikeluarkan FSC (Forest 
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Stewardship Council) dan LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia). Namun kedua 
sertifikat ini tergolong sertifikasi tuntutan pasar. Berbeda dengan SVLK yang 
dikembangkan untuk menekankan kepatuhan tata aturan.
67
  
Sebelum ada SVLK, Indonesia menerapkan sertifikasi pengelolaan hutan 
alam produksi lestari (PHPL) sejak 2002 dan hutan tanaman 2003. Namun 
sertifikasi ini tidak terlalu berkembang karena tingkat kerumitannya yang 
tinggi akibat terlalu banyaknya kriteria untuk dipenuhi namun tidak dikemas 
dengan sederhana. Untuk itu dengan dasar FLEGT-VPA sistem ideal bagi tata 
kelola hutan yaitu SVLK dikembangkan. Skema SVLK yang berdasarkan 
peraturan no P.38/Menhut-II/2009 mengamanatkan agar unit usaha kehutanan 
memegang sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHPL) atau setidaknya 
sertifikat legalitas serta untuk unit industri berbahan kayu harus mendapatkan 
sertifikat legalitas adalah bentuk skema yang dinanti. Bahkan oleh M Haris 
Witjaksono, Vice President SBU Kehutanan, Kelautan Perikanan dan 
Lingkungan PT Sucofindo menyebut “SVLK adalah sistem yang Indonesia 
banget karena kita menciptakan sistem yang bisa diterima semua pihak: LSM, 
pemerintah, dunia usaha. Rasa Indonesia ini dibarengi dengan standar 
internasional.”68 
Lebih lanjut, SVLK merupakan sistem yang mencakup hulu (negara 
produsen kayu) dan hilir (negara konsumen kayu) dengan prinsip perbaikan 
tata kelola lebih baik (governance), keterwakilan para pihak dalam 
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 Rio Rovihandono. 2013. Apa dan Bagaimana SVLK?. Jakarta : MFP II. hal 1. 
68 Buklet  MFP NGI Mei 2012. “Cakrawala Baru Kayu Nusantara”. hal 17. 
http://nationalgeographic.co.id/halaman/berkas/Buklet_MFP_NGI_Mei_2012.pdf 
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pengembangan dan pemantauannya (representatives) serta transparansi 
(transparent) yang dapat diawasi semua pihak. Di hulu Suistainable Forest 
Management adalah hal yang harus dipenuhi produsen kayu agar di hilir 
legalitas kayu telah terjamin.  Secara detail tata usaha kayu dan prosedur yang 
harus dipatuhi produsen kayu pada setiap pergerakan kayu yakni; 
1. Kegiatan rantai pasokan kayu yang berasal dari hutan negara mulai 
dari tempat penebangan, tempat pengumpulan kayu, tempat 
penimbunan kayu, dan tempat penimbunan kayu antara. 
2. Operasi rantai pasokan kayu dari hutan/lahan milik khususnya di 
tempat penebangan kayu/tempat pengumpulan kayu 
3. Operasi rantai pasokan kayu untuk industri, dan untuk ekspor pada 
industri primer/terintegrasi, industri sekunder, ekspor.
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Diagram 3.2 : Pengendalian Rantai Pasokan Kayu 
 
Sumber : Naskah Asli FLEGT-VPA UE-Indonesia.  
http://naskahperjanjian.deplu.go.id/uploads-pub/3433_OI-2013-
0240.pdf. 
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Skema SVLK diperuntukkan bagi semua pelaku usaha yang 
memanfaatkan hasil hutan baik dari pelaku industri, pengrajin hingga 
pedagang. Hutan yang dikenai proses verifikasi legalitas dalam hal ini adalah 
semua hutan negara dan hutan hak dalam menjamin asal usul sumber baku. 
Demikian juga di industri primer dan sekunder, tak luput dari proses verifikasi. 
Sementara itu, kayu sitaan tidak akan dijamin legalitasnya bahkan harus 
dimusnahkan karena menghalangi proses penggunaannya sebagai bahan baku.  
Dalam implementasi SVLK terdapat pilar pendukung yaitu para pihak 
yang terlibat langsung dengan penerapan SVLK, antara lain
70
 : 
 Komite Akreditasi Nasional: bertugas memberikan akreditasi pada 
lembaga verifikasi legalitas kayu (LV-LK) dan lembaga penilai pengelola 
hutan produksi lestari (LP-PHPL) 
 LP-PHPL dan LV-LK, setelah menerima akreditasi dari KAN, LP dapat 
mengaudit kinerja pemegang IUPHHK terhadap standar PHPL dan LV 
menggunakan standar legalitas untuk melakukan verifikasi legalitas kayu 
terhadap unit management atau pemegang ijin pengelolaan hutan atau 
pemilik hutan hal berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan 
Kemenhut 
 Unit Management atau Pemegang ijin (Auditee); pihak pemegang izin 
pengelolaan hutan maupun pemilik hutan hak yang berkewajiban memiliki 
sertifikat PHPL (S-PHPL) dan sertifikat LK (S-LK) 
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 Pemantau Independen ; masyarakat madani baik perorangan atau lembaga 
yang  berbadan hukum Indonesia yang menjalankan fungsi pemantauan 
terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan   
S-PHPL /S-LK.  Saat Ini terdapat Jaringan Pemantau Independen 
Kehutanan (JPIK) yang memiliki 300 anggota (41 diantaranya LSM) 
tersebar di 24 Provinsi. 
Keempat pilar di atas adalah pelaku utama SVLK dengan pemerintah sebagai 
regulator yang melakukan fungsi pembinaan, menetapkan LP-PHPL atau LV-
LK, dan mengelola unit informasi legalitas kayu yang mengeluarkan 
Dokumen V-Legal untuk para pelaku usaha yang ingin mengekspor produk 
kayunya.  
Secara keseluruhan sistem SVLK dimulai dari unit management yang 
ingin mendapat verifikasi berhubungan dengan lembaga penilai dan verifikasi 
yang telah diakreditasi KAN. Hubungan keduanya adalah hubungan bisnis 
lazimnya. Setelah sesuai kelengkapan yang harus dipenuhi dan lulus proses 
penilaian, unit management (UM) akan mendapat sertifikat. Selama proses 
sertifikasi tersebut akan dipantau oleh pemantau independen. Pemantau 
independen dalam lingkup ini dapat mengajukan laporan keberatan selama 
proses sertifikasi kepada lembaga penilai dan verifikasi maupun KAN. Bila 
telah sesuai dengan semua prosedurnya sertifikat yang didapat, UM bisa 
mendaftar untuk mendapat Dokumen V-Legal melalui sistem informasi 
legalitas kayu yang online dari pemerintah. Dengan Dokumen V-Legal, UM 
baru bisa menggunakannya untuk mengekspor kayu dan produk kayunya. Bila 
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pasar yang dituju adalah pasar Eropa maka akan disertai lisensi FLEGT dalam 
memudahkan proses impor ke Eropa. 
Diagram 3.3 : Skema SVLK 
Sumber : Kementrian Kehutanan Republik Indonesia 
Secara rinci, bagi unit management (UM) atau pelaku usaha yang ingin 
mendapatkan SVLK harus melalui proses sertifikasi. Proses ini dimulai 
dengan mengajukan permohonan verifikasi kepada LV-LK. Dengan 
melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana diatur dalam 
Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/ 
2012 dan Perdirjen nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 Lampiran 2.1. Dalam 
memenuhi persyaratan, UM harus mempersiapkan SDM untuk menjadi tim 
penanggung jawab dan memfasilitasi pengembangan kapasitas tim pelaksana 
SVLK. Selanjutnya mempersiapkan dokumen-dokumen
71
; 
                                                             
71 Panduan Persiapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. 
http://www.youtube.com/watch?v=wWa4OsPQYrs. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014. Pukul 
15.47 Wita. 
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a. Legalitas perusahaan; akte pendirian perusahaan, perubahan akte pendirian 
perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan yang 
masih berlaku, NPWP, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
(IUPHHK-HA atau HT), rencana karya usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu, dokumen lainnya yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen 
BUK No P.8/VI-BPPHH/2012 
b. Ketenagakerjaan; daftar tenaga kerja, dokumen kesepakatan kerja bersama, 
dokumen surat perjanjian kerja, pernyataan tidak mempekerjakan tenaga 
kerja di bawah umur, kesehatan dan keselamatan kerja, serikat pekerja. 
c. Lingkungan; rencana realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
yang meliputi dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan 
lingkungan, rencana pemantauan lingkungan, dokumen pengelolaan 
lingkungan lainnya sesuai aktifitas di tempat usaha. 
d. Sosial; dokumen realisasi tanggung jawab sosial (CSR),  berita acara 
penyerahan bantuan sosial, berita acara penyelesaian konflik bila ada 
konflik, berita acara penyelesaian ganti rugi, berita acara penyerahan 
kompensasi 
e. Legalitas penebangan; rencana karya tahunan (RKT) 3 tahun terakhir, peta 
kerja RKT, buku dan rekap laporan hasil kruisi 
f. Proses penebangan; untuk 1 tahun terakhir dan tahun berjalan meliputi 
laporan hasil penebangan, laporan mutasi kayu bulat, dokumen lainnya 
yang berhubungan dengan lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VI-
BPPHH/2012 
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g. Pengangkutan; surat keterangan sahnya kayu bulat, faktur angkutan kayu 
bulat, invoice, bill of lading, dokumen lainnya yang berhubungan dengan 
lampiran 2.1 Perdirjen BUK No P.8/VI-BPPHH/2012 
h. Pelatihan dll; daftar karyawan yang telah mengikuti pelatihan, dokumen 
rencana pelatihan,  sertifikat staf yang mengikuti pelatihan. 
Selanjutnya mendaftar di LV-LK dan LP-PHPL untuk dijadwalkan proses 
verifikasi, observasi lapangan bersama tim auditor independen lainnya, dan 
melalui proses tanya jawab agar bisa mendapat sertifikat legalitas kayu. 
Kemudian agar dapat mengekspor produk kayu ke pasar internasional, 
eksportir bekerjasama dengan LV mengurus penerbitan Dokumen V-Legal  
dengan mengisi formulirnya melalui jaringan internet yang terhubung ke Unit 
Pengelola SILK dari Kementrian Kehutanan. 
Mengingat skema SVLK yang multipihak, agar sempurna perlu 
dilakukan berbagai tes, penilaian berkala, dan konsultasi publik selain revisi 
peraturan-peraturan yang melandasinya. Untuk itu sejak dibuat dan 
dikembangkan tahun 2003-2009 telah dilakukan shipment test SVLK tanggal 
10 Oktober-16 November 2012 yang melibatkan 16/17 eksportir Indonesia (6 
HS Code), 26/28 importir, 4 pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta, dan 
Medan), 15/18 pelabuhan tujuan, dan melibatkan 8/9 negara anggota UE 
(Perancis, Belanda, Jerman, Denmark, UK, Italia, Belgia, Cyprus).
72
 Untuk 
penilaian berkala, telah dilakukan pada bulan Mei-Juni 2013 terkait 
operasionalisasi SVLK. Konsultasi publik atas revisi Perdirjen BUK P.8/2012 
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juga dilakukan di 3 regional. Regional Sumatera dan Kalimantan dilaksanakan 
di Medan (17-18 Februari 2013), Jawa, Lampung, Sumsel dan Sulawesi di 
Yogyakarta (25-26 Februari 2014), dan wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, 
Papua, dan Papua Barat juga di Bali (4-5 Maret 2014).
73
  
SVLK mulai diberlakukan secara efektif sejak tahun 2010. Dan sejak 1 
Januari 2013 produk kayu SVLK telah beredar di pasaran Eropa dan dunia. 
Implementasi penggunaan Dokumen V-Legal dalam mekanisme SVLK terdiri 
dari 2 fase; fase pertama dari tanggal 1 Januari 2013, Dokumen VPA 
digunakan untuk mengekspor 26 HS (Annex IA) termasuk pulp dan produk 
kertas. Fase kedua sejak 1 Januari 2014, Dokumen ini digunakan untuk ekspor 
14 HS (Annex IB) termasuk furniture.
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Hingga saat ini telah dilakukan beberapa kali revisi peraturan dalam 
menyempurnakan sistem SVLK (dapat dilihat di lampiran 1). Pelaksanaan 
SVLK wajib telah memasuki tahun ke empat. Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan No P.42/Menhut-II/2013 semua pemegang izin hutan tanaman, 
hutan alam untuk HPH/tebang pilih atau pemegang izin restorasi ekosistem 
disyaratkan memliki sertifikat PHPL atau LK paling lambat 31 Desember 
2013. Ini merupakan tenggat waktu baru yang diberikan setelah tenggat waktu 
awal (31 Maret 2013 untuk sertifikat LK dan 30 Juni 2013 untuk sertifikat 
PHPL terlewati). Dari aturan terkait Keputusan Menteri di atas, menunjukkan 
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Februari 2014. Pukul 13.51 Wita. 
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bahwa mekanisme SVLK lebih banyak di atur untuk para pelaku usaha 
pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan atau makro. Sedang sesuai 
dengan kerjasama FLEGT, disepakati untuk diberlakukan bagi semua pihak. 
Mekanisme untuk pelaku usaha makro ini tentu akan menimbulkan kesulitan 
implementasi bagi  masyarakat yang memanfaatkan hutan rakyat atau para 
pelaku usaha mikro. Untuk itu sesuai dengan penjelasan Ibu Mariana Lubis, 
Kasubdit Sistem Verikasi Legalitas Kayu, pemerintah sedang merancang 
peraturan untuk mekanisme Self Declair bagi pelaku mikro ini sehingga 
mereka bisa mendeklarasikan bahwa kayu hasil dari hutan rakyat mereka 
berasal dari produk lestari.
75
  
 Hingga 2014 jumlah lembaga verifikasi (LV) dan lembaga penilai (LP) 
secara berurutan yang telah diakreditasi KAN adalah 14 dan 13. Untuk unit 
management yang telah mendapat sertifikat legalitas kayu dari LV dan LP 
berjumlah 763. Jumlah Dokumen V-Legal yang dikeluarkan sistem informasi 
legalitas kayu (SILK) adalah 106.583.
76
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
a. Sebagai faktor yang signifikan dalam merusak lingkungan, illegal logging 
tidak terpisah dari pembahasan mengenai lingkungan hidup yang telah 
masuk dalam agenda internasional sejak 1960an. Persoalan domestik 
Indonesia yang dipandang berkonsekuensi luas terhadap sistem ini 
kemudian diatur oleh negara konsumen kayu dan produsen kayu yaitu UE 
dan Indonesia melalui kerangka FLEGT-VPA. Dengan tanpa mengabaikan 
hak-hak kedua negara dibentuk sistem SVLK untuk Indonesia dan DDR 
untuk UE. Skema perpaduan soft approach dan hard approach ini 
menjadikan manajemen lingkungan menjadi tolok ukur aktifitas ekspor-
impor kayu antara kedua pihak. Dimasukkannya unsur representatives, 
transparent, dan governance dalam skema tersebut berkontribusi besar 
dalam mencapai idealitas hubungan bilateral keduanya. FLEGT-VPA yang 
sejak awal dirancang oleh negara, penting dalam menunjukkan peran 
negara sebagai aktor yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah 
internasional terkait fenomena illegal logging yang terjadi lintas batas 
negara dengan tidak menafikkan peran aktor non-state yang lain. 
b. Sebagai mekanisme yang baru maksimal diimplementasikan setahun lebih, 
terdapat beberapa hambatan selama diimplementasikan FLEGT-VPA. 
Seperti; standar audit SVLK yang mengalami pelemahan, penerapan 
SVLK yang tidak sesuai beberapa peraturan pemerintah, dan tidak 
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efektifnya pengawasan independen. Yang mana, setiap hambatan ini 
mengerucut pada kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia dikejar target 
ekspor kayu ke UE dengan memanfaatkan respon positif dunia 
internasional terhadap kayu Indonesia. Selain hambatan di atas, terdapat 
beberapa tantangan bagi UE dan Indonesia dalam mengimplementasikan 
FLEGT-VPA di masa depan. Yaitu; lemahnya sistem DDR dalam 
melarang penempatan kayu ilegal di UE, kerangka FLEGT-VPA yang 
dirancang oleh negara selaku aktor utamanya, unsur-unsur khas Eropa 
yang dimasukkan dalam manajemen birokrasi Indonesia, dan 
multistakeholder.  
B. Saran 
1. Pemerintah Indonesia dan UE selaku pembuat peraturan dan kebijakan 
tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan awalnya. Seperti; Indonesia 
dengan komitmen tata kelola manajemen lingkungannya. Untuk itu 
dibutuhkan penentuan sikap dalam menghadapi beragam kepentingan dari 
semua pihak mengingat mekanisme FLEGT-VPA bersifat 
multistakeholders. 
2. Mengingat banyaknya kepentingan dari semua pihak maka dibutuhkan 
kejelian Indonesia dan UE dalam menganalisis kebutuhan dari 
kepentingan berbagai pihak untuk diubah menjadi kebijakan. Untuk itu 
dibutuhkan pula sikap anti diskriminatif dan adanya pengakuan hak-hak 
berbagai pihak mengingat permasalahan yang melingkupi berbagai 
kepentingan adalah hal yang sensitif. 
83 
 
DAFTAR PUSTAKA 
A. Buku 
Akib, Muhammad. 2012. Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya 
dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo 
Persada. 
Asshiddiqie, Jimly. 2009. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Jakarta : RajaGrafindo 
Persada. 
Chandler, David dan Heins, Volker. 2007. Rethinking Ethical Foreign Policy.  
London : Routledge. 
Elias, Patricia. 2012. Logging and The Law ‘How the U.S. Lacey Act Helps 
Reduce Illegal Logging in the Tropics’. Union of Concerned Scientists. 
Environmental Investigation Agency. 2008 . Environmental Crime a Threat to 
Our Future. London : Environmental Investigation Agency. 
Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme. 2010.Analisis 
Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni 
Eropa. Jakarta : MFP.  
Hayward, Tim . 2005. Constitutional Environmental Rights. New York : Oxford 
University Press. 
Juwondo. 1991. Hubungan Bilateral: Definisi dan Teori. Jakarta: Rajawali Press. 
Obidzinski, Krystof . 2004. Illegal Logging and The Fate of Indonesia’s Forests 
in Times of Regional Autonomy. Bogor : Cifor. 
Owen Greene. 2005. “Environmental Issues”. Dalam John Baylis dan Steve Smith 
(eds). The Globalization of World Politics. Oxford : Oxford University 
Press. 
Rahmadi, Takdir. 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada. 
Rudy, T. May. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-
Masalah Global. Bandung : PT Refika Aditama. 
Soetarto, Endriatmo. 2008. Pemberdayaan Setengah Hati, Sub Ordinasi 
Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan. Yogyakarta : Lapera 
Pustaka Utama. 
Toma, Peter dan Gorman, Robert. 1991. International Relations; Understanding 
Global Issues. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole. 
84 
 
Winarno, Budi. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta : CAPS. 
 
B. Jurnal 
Gusman, Yuherina . 2007. “Prospek Kerjasama Uni Eropa – Indonesia dalam 
Mengatasi Kasus Illegal Logging”.  Jurnal Luar Negeri. Vol 24, 35. 
Lestari, Sri. 2005. “Illegal Logging dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap 
Masyarakat Sekitar Hutan”.  Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian, 
107. 
Kusumaattmadja, Mochtar . 1972. “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan 
Hidup Manusia: Beberapa Fikiran dan Saran”. Majalah Ilmu Hukum dan 
Pengetahuan Masyarakat. Jilid 4(1):14. 
Nurhasan dan Murwaji, T. 2004. “Strategi Penanganan Illegal Logging di 
Kawasan Hutan Konservasi”. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi. Vol. 5(3):341. 
 Santosa, Mas Ahmad . 2009. “Greener Constitution: Solusi Strategis 
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan”. 
Makalah. Materi Amandemen UUD Negara RI 1945, 9-10. 
C. Internet 
Buklet  MFP NGI Mei 2012. “Cakrawala Baru Kayu Nusantara”. 
http://nationalgeographic.co.id/halaman/berkas/Buklet_MFP_NGI_Mei_2
012.pdf 
FLEGT VPA. http://www.mfp.or.id/eng/?page_id=669,  Diakses pada tanggal 16 
Maret 2013. Pukul 16.16 Wita. 
Hewitt, James. 2005.  Failing the Forests – Europe’s Illegal Timber Trade. UK : 
WWF. http://assets.panda.org/downloads/failingforests.pdf (diakses ) 
Hilman, Masnellyarti . “Butir-Butir Penting RAN PI”. dalam 
climate@menlh.go.id. Diakses Pada 11 Februari 2014. 
Illegal Logging. 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_il
legal_logging/, Diakses pada tanggal 21 April 2013. Pukul 19.25 Wita. 
Interpol Clamps Down on Illegal Logging.  
 http://www.bbc.com/news/business-19541718. Diakses pada tanggal 1 Juni 2014. 
Pukul 09.00 Wita. 
Kementrian Kehutanan Selenggarakan Konsultasi Multipihak Regional dan 
Nasional dalam Rangka Penguatan Standard dan Pedoman Pelaksanaan 
Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. 
85 
 
http://silk.dephut.go.id/index.php/article/vnews/59. Diakses pada tanggal 
26 Februari 2014. Pukul 13.51. 
Kerugian Akibat Kayu Haram Capai Rp. 300 Triliun. 
http://www.tempo.co/read/news/2013/03/05/095465246/Kerugian-Akibat-
Kayu-Haram-Capai-Rp-300-Triliun, Diakses pada tanggal 21 April 2013. 
Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia & Uni Eropa Informasi 
Ringkas. 
http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/informasi_ringkas_indonesia.p
df , Diakses pada tanggal 27 Maret 2013. 
Koalisi Anti Mafia Hutan. 2014. Catatan Kritis Koalisi LSM terhadap Legalitas 
& Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi 
SVLK. 
http://awsassets.wwf.or.id/downloads/perbaiki_svlk_kajian_koalisi_anti_
mafia_hutan_terhadap_svlk.pdf. Diakses pada tanggal 24 Maret 2014. 
Konsep Hubungan Bilateral. http://www.portal-hi.net/index.php/teori-teori-
realisme/72-konsep-hubungan-bilateral, Diakses pada tanggal 27 Maret 
2013. Pukul 20.26 Wita. 
Laporan dari Strasbourg Parlemen Eropa Ratifikasi Perjanjian Perdagangan 
Produk Hutan Berkelanjutan Ri-UE. 
http://news.detik.com/read/2014/02/28/032918/2510857/10/parlemen-
eropa-ratifikasi-perjanjian-perdagangan-produk-hutan-berkelanjutan-ri-
ue?nd771104bcj Diakses pada tanggal 17 Maret 2014. Pukul 10.20 Wita. 
Menhut: Deforestasi Hutan Indonesia Menurun. 
http://www.antaranews.com/berita/374224/kemenhut-tanam-44-miliar-
pohon-selama-tiga-tahun. Diakses pada tanggal 21 April 2014. Pukul 
10.00 Wita. 
Mouna Wasef : Menghitung Kerugian Negara Akibat Illegal Logging. 
http://www.antikorupsi.org/id/content/mouna-wasef-menghitung-
kerugian-negara-akibat-illegal-logging. Diakses pada tanggal 23 April 
2014. Pukul 21.00 Wita.  
Pajak Untuk Menjaga Kekayaan Alam. 
http://www.tempo.co/read/news/2013/08/12/140503725/Pajak-Untuk-
Menjaga-Kekayaan-Alam. Diakses pada tanggal 21 April 2014. Pukul 
09.00 Wita. 
Panduan Persiapan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. 
http://www.youtube.com/watch?v=wWa4OsPQYrs. Diakses pada tanggal 
13 Maret 2014. Pukul 15.47 Wita. 
86 
 
Presentasi Kementrian Kehutanan Indonesia. SVLK – FLEGT-VPA Indonesia-
EU Where are You Now?. http://www.mfp.or.id/wp-
content/uploads/Implementation-of-SVLK.pdf.  
Sisa Hutan Indonesia Hanya 45 Juta Hektar. 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/22/m19slg-sisa-
hutan-indonesia-hanya-45-juta-hektare. Diakses Pada tanggal 21 April 
2014. Pukul 09.20 Wita. 
Tim Badan Litbang Kehutanan. 2011. Review tentang Illegal Logging sebagai 
Ancaman terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan 
Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi (REDD+) di Indonesia. 
http://www.forda-
mof.org//files/TR%2011%20Illegal%20logging%20review.pdf. 
D. Dokumen 
EU response – FLEGT action plan. 
http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/f
orest/forestry_intro_encfm at 8/7/2010. 
Diskusi Penjelasan Singkat Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan. 
April 2004. Komisi Eropa. 
Persetujuan Kemitraan Sukarela antara RI-UE tentang Penegakan Hukum 
Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke UE. 
http://naskahperjanjian.deplu.go.id/uploads-pub/3443_OI-2013-0240.pdf 
Rovihandono, Rio . 2013. Mengenal Lebih Dekat Dokumen VPA dan Sembilan 
Lampirannya. Jakarta : MFP KEHATI.  
Rovihandono, Rio . 2013. Pemantauan Berkala dan Pasar Pasca Penandatangan 
VPA. Jakarta : MFP II. 
Rovihandono, Rio. 2013. Apa dan Bagaimana SVLK?. Jakarta : MFP II. 
Rovihandono, Rio . SVLK dan Tata Usaha Kayu Indonesia dalam Perjanjian VPA. 
Jakarta :MFP II. 
UU RI No 32 Tahun 2009. 
http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_32_Tahun_2009.p
df ,  Diakses pada tanggal 22 April 2013. Pukul 19.37 Wita. 
  
87 
 
Lampiran 1.  
Perubahan Standar dan Panduan SVLK untuk Audit PHPL Berdasarkan  
4 Peraturan Dirjen BUK yang Dikeluarkan Sejak Tahun 2009. 
 
 
 
 
88 
 
 
89 
 
Lampiran 2.  
Status Pelaksanaan SVLK Hingga 31 Agustus 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
